
SKRIPSI 

TRI WAHTOE HARTANTI 

AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN 
PRAKTEK MONOPOLI DAN 

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2001 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN ... TRI WAHYOE HARYANTI



AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN 
PRAKTEK MONOPOLI DAN 

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 

SKRIPSI 

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN 

MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA HUKUM 

Dosen Pembimbing, 

Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum. 
NIP. 130 675 515 

Penyusun, 

Tn Wahyoe Haryanti 
NIM.039814689 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
SURABAYA 

2001 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN ... TRI WAHYOE HARYANTI



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji 

Pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2001 

Panitia Penguji Skripsi : 

Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si -

Anggota : 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hwn. 

( 

2. Samzari Boentoro H., S.H. 

3. Lucianus Budi Kagramanto, M.H., M. M. 

4. Agung Sudjatrniko, S.H., M.H. 

/ 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN ... TRI WAHYOE HARYANTI



Special Dedicated to My Wonderful Family 
The Light of My Life ... 

My MoIn, DatL Bro, Sis, 
and 

My Little Nephew "Figo" 

"Without All of You, I'm Nothing" 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN ... TRI WAHYOE HARYANTI



THERE IS AN EASINESS AFTER THE DIFFICULTY 

( QS. ALAM NASYRAH A YA T 5 ) 

AND YOU ONLY CAN TAKE YOUR EXPECTATION TO GOD 

( QS. ALAM NASYRAH A Y AT 8 ) 

LIFE IS NOT ALWAYS BEAUTIFUL SO FACE IT 
AND 

SEE EVERYTHING WITH YOUR HEART NOT YOUR EYES 
CLOSELY 

SO YOU CAN UNDERSTAND AND THINK WISELY 

( SURABA Y A, AKHIR 2001 ) 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Dua Iahun lagi, tepatnya pada tahun 2003 Indonesia akan memasuki era 

perdagangan bebas ( AFIA ) sehingga dunia perdagangan menjadi semakin 

bertambah kompetitif baik di pasar nasional maupun intemasional. Oleh karena 

itu sebagai anggota WTO, Indonesia dituntut untuk lebih mempersiapkan diri 

dalam menghadapinya. Hal ini tentunya juga dilakukan dalam rangka 

mewujudkan tujuan negara RI sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan 

UUD 45 alenia 4 yaitu " melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ". Tetapi harus disadari pula 

bahwa ini bukanlah suatu hal yang mudah mengingat kondisi perekonomian 

Indonesia yang masih kurang stabil sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang 

berlangsung sejak tahun 1997. 

Usaha yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam rangka rnenjaga kestabilan 

ekonorni sehingga pada akhimya dapat rnempersiapkan diri dalam menghadapi 

AFTA serta dapat rnewujudkan tujuan negara RI adaLah dengan membangun dan 

mengembangkan kembali sektor dunia usaha, karena pada dasamya suatu negara 

tidak akan bisa maju dan berjalan tanpa adanya dukungan dari sektor dunia usaha 

yang berkembang secara pesat dan efisien. Oleb karenanya perusabaan -
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perusahaan diharapkan untuk segera melakukan Restrukturisasi Perusahaan, di 

mana mereka diharuskan untuk berbenah diri, dan memperbaiki kinerja, 

manajemen serta modal dari perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

dalam rangka Restrukturisasi Perusahaan adalah dengan melalui merger, 

akuisisi, dan konsolidasi. Dengan ketiga cara ini maka diharapkan dapat 

menghidupkan dan memperkuat kembali eksistensi dari perusahaan - perusahaan 

yang selama krisis ekonomi mengalami kemunduran bahkan tak jarang berakhir 

pada kebangkrutan sehingga nantinya akan dapat bersaing dengan perusahaan -

perusahaan lain terutama perusahaan - perusahaan asing baik di pasar nasional 

maupun intemasional. 

Akuisisi atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan pengambilalihan adalah 

suatu bentuk dari penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

dengan jalan mengambil alih asset (Asset Acquisition) atau saham perusahaan 

lain ( Stock Acquisition ).1 Merger terjadi bila dua perusahaan melakukan 

penggabungan dimana satu perusahaan menyerap perusahaan lainnya. Perusahaan 

yang menyerap tetap eksissedang perusahaan yang diserap menjadi hilang. Di 

Indonesia, hal ini disebut penggabungan.2 Sedangkan konsolidasi adalah 

peleburan dua perusahaan menjadi satu dan membentuk satu perusahaan baru. 

Dalam sistem hukum Indonesia, konsolidasi ini dikenal dengan istilah peleburan.3 

1 Ibid 

2 Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Cet.I, Citra 
Aditya_Bakti. Bandung, 1999, h. 62. 

3 Ibid 
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Dalam praktek hukum perusahaan, senng dikatakan bahwa "merger dan 

konsolidasi adalah Statutory Merger sedangkan akuisisi disebut De - Facto 

Merger ".4 Ketiga cara ini tentunya dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

menghimpun modal bagi perusahaan dalam rangka memperluas lingkup 

bisnisnya. 

Istilah akuisisi berasal dari Bahasa Inggris Acquisition, yang dalam Bahasa 
Inggris sering disebut dengan istilah Take Over. Yang dimaksud dengan istilah 
Acquisition atau Take Over tersebut adalah pengambilalihan suatu 
kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain ( one 
company taking over controlling interest in another company). 5 

Berdasarkan Encyclopedia of Banking and Finance maka akuisisi 

didefinisikan sebagai" a generic term for the taking over of company by 

another " .6 Menurut Kwik Kian Gie, "Akuisisi dapat teIjadi pada Perusahaan 

publik dan non publik " .7 

Dari beberapa pengertian sebagaimana telah disebutkan di atas· 

maka dengan akuisisi baik eksistensi perusahaan yang mengakuisisi maupun 

perusahaan yang diakusisi tetap ada, tidak lenyap dan juga tidak ada perusahaan 

baru yang terbentuk akibat dari tindakan akuisisi tersebut. Hanya saja disini dapat 

4 Ibid 

5 Munir Fuadi, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, Cet. I, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2001 , (untuk selanjutnya disebut Munir Fuady I), h.3. 

6 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Cel. l, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h44. 

7 Kwik Kian Gie, " Merger dan Akuisisi : Kemungkinan PenyaJahgunaan dan Efek Sinerginya 
pada Unit - Unit Grup Bisnis ", Managemen dan Usahawan Indonesia, No.3 Th. XXI, 
Maret, 1992, ( untuk selanjutnya disebut K wik Kian Gie I), h. II . 
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terjadi peralihan manajemen operasional dari perusahaan yang diakuisisi kepada 

perusahaan yang mengakuisisi sehingga perusahaan yang diakuisisi menjadi 

berada di bawah kendali dari perusahaan yang mengakuisisi ( dapat terjadi 

kesatuari manajemen ). Jadi dapat dikatakan bahwa pihak pengakuisisi telah 

melakukan ekspansi perusabaan yaitu ekspansi perusahaan dengan cara ekstemal 

untuk memperkuat eksistensi dari perusahaannya. Inilah yang membedakan 

akuisisi dengan merger dan konsolidasi karena pada akuiusisi, eksistensi kedua 

pihak masib tetap ada dan tidak terbentuk perusahaan baru. 

Akuisisi merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam kancah bisnis di 

Indonesia sejak tabun 1992.8 Sayangnya, saat itu belurn ada pengaturan secara 

khusus tentang akuisisi. Namun demikian tidak berarti bahwa akuisisi yang 

semakin banyak dilakukan oleh perusahaan - perusahaan tersebut tidak ada dasar 

hukumnya. Ada 2 ( dua ) macam ketentuan dalam KUH Perdata khususnya buku 

ke - III yang dapat diberlakukan terhadap suatu akuisisi, yaitu: ketentuan umum 

tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, tennasuk 

juga perjanjian akuisisi. Ketentuan umum tentang perikatan ini diatur mulai pasal 

1233 sampai 1456 KUH Perdata, yaitu ketentuan tentang syarat sahnya suatu 

perjanjian, kekuatan berlakunya perjanjian, akibat hukum perjanjian, macam -

macam perjanjian, dan hapusnya perikatan. Selain itu, oleh karena dalam teknis 

pelaksanaan akuisisi diperlukan juga adanya jual beli saham maka diberlakukan 

8 Iswahyudi A. Karim, " Aspek Hukum dalam Merger dan Akuisisi ", Manajemen dan 
Usahawan lndonesia, No. 3 Th. XXI, Maret, 1992, h.2S . 

. . ~.~ 
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juga ketentuan khusus tentangjual beli yang diatur mulai pasal 1457 sampai 1540 

KUH Perdata. 

Akuisisi barn mendapatkan pengaturan secara komprehensif dalam bentuk 

Undang - Undang pada tahun 1995 dengan dikeluarkannya Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang .Perseroan Terbatas. Ketentuan ini pada akhimya 

juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. 

Jadi dapat dikatakan bahwa era akuisisi setelah dikeluarkannya Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah era kepastian hukum bagi 

tindakan akuisisi. Kedua ketentuan ini mengartikan akuisisi sebagai akuisisi 

saham saja dan tidak termasuk akuisisi asset dan akuisisi lainnya seperti akuisisi 

bisnis.9 

Beberapa pasal dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang 

berkaitan dengan akuisisi antara lain pasal 103, pasal 105, pasal 106, dan pasal 

108 yang kesemuanya mengatur tentang tata cara pengambilalihan perseroan, 

pasal 104 tentang syarat - syarat pengambilalihan perseroan dan pasal 76 -' 

mengenai quorum dan voting dalam rapat umum pemegang saham. Berdasar pasal 

103 ayat ( 6 ) Undang - UndangNomor 1 tahun 1995 jo pasal 1 angka 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 maka pengambilalihan tidak membatasi badan 

hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan lain 

9 Munir Fuadi I , op.cit., h. 4. 
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langsung dari pemegang saham sehingga saham yang dialihkan adalahsaham 

yang telah dikeluarkan tennasuk saham yang dibeli kembali oleh perseroan. 

Pada prinsipnya akuisisi dilakukan dengan latar belakang 10 : 

l. Akuisisi untuk mengeksploitasi energi. 
2. Akuisisi untuk meriingkatkan bagian pasar. 
3. Akuisisi untuk melindungi pasar. 
4. Akuisisi untuk melindungi produk. 
5. Akuisisi untuk memperkuat binis inti. 
6. Akuisisi untuk mendapatkan dasar berpijak di luar negeri. 
7. Akuisisi untuk meningkatkan Critical Mass - Competitive. 

Di lihat dari latar belakang akuisisi terutama pada latar belakang Nomor 3 ( tiga ) 

dan 5 ( lima) maka ada kecenderungan bahwa akuisisi akan dapat menghalangi 

pelaku usaha lain untuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu karena akuisisi 

tersebut dilakukan untuk ' menyisihkan pesaing bisnisnya sehingga dapat 

memperkuat kedudukan bisnisnya dalam persaingan usaha. Hal ini tentunya akan 

sangat merugikan kepentingan pihak lain yang terkait terutama para perusahaan 

pesaingnya. Selain itu juga akan memperburuk citra perekonomian Indonesia, 

mengingat Indonesia pada saat ini telah mempunyai Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan perrnasalahan 

sebagaimana berikut: 

1. Bagairnanakah proses dan akibat hukum akuisisi terhadap persaingan usaha ? . 

2. Bagaimanakah upaya hukurn terhadap akuisisi apabila mengakibatkan praktek 

10 Ibid. , h. 18. 
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monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ? 

2. Penjelasan Judul 

judul skripsi ini adalah "Akuisisi Yang Mengakibatkan Praktek Monopoli 

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ", dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan 

sebagai berikut : 

Oleh karena pengaturan akuisisi secara komprehensif di Indonesia adalah 

dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Pele­

buran dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas maka yang dimaksud akuisisi 

dalam skripsi ini adalah akuisisi sebagaimana yang diatur dalam Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. 

Kedua ketentuan 1m tidak menggunakan istilah akuisisi melainkan 

pengambilalihan . Berdasarkan pasal 103 ayat (1) Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 ," Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh 

badan hukum atau orang perseorangan ". Pasal 103 ayat ( 2 ) Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 mengatur bahwa " Pengambilalihan sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau 

sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian 

terhadap perseoan tersebut ". Sedang pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1998 mengar-tikan akuisisi sebagai berikut, "pengambilalihan 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang 
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perseorangan untuk . mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham 

perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan 

tersebut". 

Definisi Praktek Monopoli menurut pasal 1 angka 2 Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Lara~gan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat adalah " pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku 

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang 

dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan 

dapat merugikan kepentingan umum ". 

Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut pasal 1 angka 6 Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah persamgan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau . jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha" . 

Dengan demikian secara keseluruhan judul skripsi ini dapat diartikan, sebagai 

pengambilalihan baik seluruh maupun· sebagian saham suatu perseroan oleh badan 

hukum atau orang- perorangan yang mengakibatkan pemusatan kekuatan 

ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga menyebabkan dikuasainya 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu dan menimbulkan 

persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak jujur , melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha serta merugikan kepentingan umum. 
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3. Alasan Pemilihan Judui 

Alasan saya memilih judul « Akuisisi ·Yang Mengakibatkan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat " adalah pertama akuisisi 

merupakan salah satu eara yang dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi 

Perusahaan agar nantinya dapat bersaing secara sehat baik di pasar nasional 

maupun intemasional untuk menghadapi AFTA dan mewujudkan tujuan negara 

Republik Indonesia. Alasan yang kedua adalah karena masih banyak terjadi 

akuisisi dilakukan dengan tidak memperhatikan peraturan yang terkait utamanya 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang tentunya akan sangat merugikan para pihak 

lain yang terkait terutama perusahaan pesaingnya. 

Dari kedua alasan ini terlihat bahwa " Akuisisi Yang Mengakibatkan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" adalah hal yang penting dan patut 

diangkat sebagai bahan penulisan skripsi im . . 

4. Tujuan Penulisan 

Penulisan skripsi ini rnernpunyai tujuan, antara lain: 

1. Mernenuhi persyaratan akademik dalam rangka rnemperoleh gelar 

kesarjanaan di Fakultas Hukurn Universitas Airlangga. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang huk-um terutama yang 

terkait dengan akuisisi dan akibat hukumnya yaitu praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat, kepada masyarakat pada umumnya dan 

mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya. 
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3. Mencegah timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

sebagai akibat dari akuisisi. 

4. Mensosialisasikan upaya hukum terhadap akuisisi apabila mengakibatkan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

5. Metodologi Penulisan 

a. Pendekatan masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan 

yuridis normatif, yaitu dengan cara menganalisis aspek hukum yang terkandung 

pada permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dengan melihat aturan dan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

b. Bahan Hukum 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum pnmer berupa 

ketentuan atau aturan hukum yang berlaku terutama peraturan mengenai akuisisi 

serta praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu juga 

menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan penunjang lain mengenai 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta akuisisi yang berupa 

buku - buku, tulisan ilmiah, dan literatur lainnya. 

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data 

Prosedur ini dilakukan dengan meneliti ketentuan atau aturan hukwn yang 

terkait dengan pennasalahan yang dibahas dan melakukan pengamatan terhadap 

kasus yang pernah terjadi serta dengan studi pustaka. Kemudian dilakukan 

pengolahan data dan bahan yang diperlukan dengan cara membatasi data yang 

J 
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lebih cenderung terhadap penjelasan masalah dan dicocokkan serta dibandingkan 

dengan pendapat para aWi. 

c. Analisis d~ta 

Dalam menganalisa data digunakan metode Interpretasi yaitu dengan cara 

memaparkan Peraturan Perundang - undangan yang mengatur mengenai akuisisi 

serta praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat . Selain itu disertai pula 

dengan ulasan - ulasan mengenai keberadaan ketentuan tersebut dalam upaya 

menanggulangi akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. 

6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Untuk menggambarkan keseluruhan isi skripsi ini maka sistematika skripsi ini 

tersusun dalam Bab I sampai dengan Bab IV, dimana antara bab yang satu dengan 

bab yang lainnya saling berkaitan. 

Bab I dibagi menjadi enam sub bab, yaitu pertama Pennasalahan : latar 

belakang dan rumusan masalah, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul , Tujuan 

Penulisan, Metodologi Penulisan dan Pertanggungjawaban Sistematika. 

Bab . n merupakan analisa dari rumusan masalah yang pertama yaitu 

bagaimana proses dan akibat hukum akuisisi terhadap persaingan usaha. Bab ini 

dibagi menjadi 2 sub bab yaitu Proses Akuisisi dan Akibat Hukum Akuisisi 

terhadap Persaingan. Usaha. Dalam sub bab yang pertama yaitu Proses Akuisisi 

dijelaskan tentang para pihak, prosedur dan bentuk akuisisi. Sedang dalam sub 

bab yang kedua dijelaskan tentang pengertian dan unsur - unsur dari praktek 
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monopoli dan persaingan usaha tidak seh~t sebagai akibat dari akuisisi, akibat 

tidak langsung dari akuisisi bagi perekonomian Indonesia dan disertai pula dengan 

kasus. Sub - subbab ini merupakan elemen yang penting untuk mengetahui proses 

dan akibat hukurn akuisisi terhadap persaingan usaha. 

Bab III merupakan analisa dari rumusan masalah yang · kedua, yaitu 

bagaimanakah upaya hukurn terhadap akuisisi apabila mengakibatkan praktek 

monopoli dan persaingan us aha tidak sehat. Pembahasan ini diperlukan karena 

pada akuisisi sangat terbuka kemungkinan untuk terjadinya praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. Sedang di sisi lain kita ketahui bahwa secara umurn 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di larang di Indonesia. Hal ini 

diperkuat dengan lahimya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga 

dibutuhkan adanya upaya hukum untuk menanggulangi adanya praktek monopoli 

dan persaingan usaha sebagai akibat dari akuisisi agar nantinya dapat terwuj ud 

iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari analisa yang 

telah dibuat pada bab II dan bab III dan disertai dengan saran - saran. 
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1. Proses Akuisisi 

a. Para pihak 

BABII 

PROSES DAN AKlBAT HUKUM AKUISISI 
TERHADAP PERSAINGAN USAHA 

Saat ini kecenderungan akuisisi makin sering terjadi karena dengan akuisisi 

maka ada anggapan akan dapat memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Oleh 

karenanya akuisisi merupakan istilah yang telab populer di masyarakat. Tetapi tidak 

banyak masyarakat yang mengetahui bahwa akuisisi melibatkan banyak pihak lain 

disamping pihak pengakuisisi dan yang diakuisisi. 

Menurut pasal 103 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas jo pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1998 

tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas maka 

pihak pengakuisisi bisa berupa orang perorangan dan bisa juga badan hukum. Badan 

hukum di sini dapat berbentuk perseroan dan non perseroan. Sedang pihak yang 

diakuisisi adalah badan hukum berbentuk perseroan. 

Selain melibatkan pihak pengakuisisi dan yang diakuisisi maka akuisisi biasanya 

dilakukan oleh suatu tim akuisisi yang terdiri dari beberapa profesional, an tara 

II Munir Fuadi I, op.cil. , h. 41 . 
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. 1. Pihak banker yang akan bertugas menelaah bidang financial. 

2. Pihak lawyer atau konsultan hukum yang akan menelaah bidang hukum dan pajak. 

3. Pihak akuntan yang akan menelaah bidang akuntansi dan pajak. 

Pihak - pihak profesional ini akan memberikan laporannya yang nantinya akan 

menjadi pertimbangan dalam memutuskan dan melaksanakan akuisisi. Khusus untuk 

lawyer dan konsultan hukum, menurut Iswahyudi A .Karim : 

Untuk akuisisi antara perusahaan - perusahaan yang tidak tergabung dalam satu 
grup maka peran lawyer dan konsultan hukum sangat besar terutama dalam hal 
membantu calon pengakuisisi dan yang diakuisisi dalam bemegosiasi. Lawyer dan 
konsultan hukum bertugas melindungi kerugian yang mungkin bakal menimpa 
kliennya.12 

b. Prosedur akuisisi 

Akuisisi bukanlah suatit proses yang mudah. Oleh karenanya tidak sedikit juga 

proses akuisisi yang gagal. Salah satu faktor utama untuk mendukung keberhasilan 

akuisisi adalah persiapan akuisisi yang matang baik di pihak pengakuisisi maupun 

pihak yang diakuisisi . Oleh karenanya jika ada tawaran akuisisi yang mendadak yang 

disebut dengan bear hug dari pihak yang akan melakukan akuisisi terhadap pihak 

yang akan diakuisisi maka pihak yang akan diakuisisi tersebut harus lebih berhati -

hati agar jangan sampai terjebak kepada akuisisi yang justru merugikan pihak yang 

diakuisisi . 

12lswahyudi A. Karim. op.cit. , h. 26. 
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Agar akuisisi bisa berhasil maka ada 6 ( . enam ) kriteria yang harns 

d· h" 13 Ipenu 1,yaltu : 

l. Mengurangi ongkos - ongkos transaksi. 
2. Menghindari berkurangnya gain karena kehilangan kontrol. 
3. Tetap melakukan kontrol terhadap supply inputs. 
4. Menghadapi intervensi pemerintah secara baik. 
5. Melindungi hak dan kepemilikan. 
6. Optimalkan kapasitas yang ada, ambil manfaat dari ukuran besamya 

pernsahaan,dari produksi bersama atau dari integrasi / diversifikasi. 

Sedang menurut Daniel marshall, agar proses akuisisi mendapat kualitas akuisisi 

yang wajar maka akuisisi harns memenuhi 3 (tiga) prinsip, yaitu14
: 

1. Tujuan / alasan akuisisi yang rei evan dengan pengembangan atau strategi 
jangka panjang; 

2. Harga akuisisi yang wajar; 
3. Akuisisi harns memberi nilai tambah oleh pernsahaan yang mengakusisi. 

Prosedur akuisisi dibagi menjadi 2 ( dua ) tahap yaitu prosedur persiapan dan 

prosedur pelaksaaan akuisisi. Pada tahap I ( satu ) yaitu tahap persiapan akuisisi maka 

pihak pengakuisisi terlebih dahulu harns melakukan persiapan - persiapan antara 

1 . 15 am 

l.Melakukan analisis terhadap motivasi dan tujuan akuisisi, dimana pihak 
pengakuisisi harns meninjau kembali apakah analisisnya sudah tepat; 

2.Evalusi diri ; 

13 Munir Fuady 1, op. cit., h. 43 . 

14 Daniel Marshall, " Manipu\asi Berkedok Akuisisi di Pasar Modal " , Surabaya Pos, 30 Juli 
1992, h. 6. 

15Munir Fuady 1. , op. cit. , h. 45 . 
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3.Penilaian terhadap potensi pasar~ 
4.Analisis terhadap kondisi ekonoml ( saat lni dan di masa mendatang)~ 
5 .Penelitian target~ 
6.Pemahaman terhadap kewajiban hukum~ 
7.Tim negosiasi yang terkoordinasi~ 
8.Perkiraan biaya yang realistis~ 
9.Cadangan finansial yang cukup~ 

lO.Penyiapan tim manajemen sementara~ 
11 .Rencana / rancangan akuisisi yang tersusun baik~ 

16 

12.Siapkan para pelanggan, karyawan dan program informasi untuk penyebaran 
berita. 

Selain itu, langkah penting lain yang harus diambil oleh pihak pengakuisisi 

adalah mengetahui berbagai informasi pokok tentang pihak yang akan diakuisisi 

yang berkenaan dengan sejarah, pemegang saham, pesaing dari bisnis , prospek , 

serta kewajiban finansial dari pihak yang akan diakuisisi. 16 

Setelah tahap 1 ( satu ) ini selesai maka prosedur akuisisi akan memasuki tahap 

kedua yaitu tahap pelaksanaan akuisisi. Walaupun menurut pasaI 103 Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 1995, pihak pengakuisisi bisa berupa badan hukum ( baik 

perseroan maupun non perseroan ) dan orang perorangan , tetapi sebenamya tidak ada 

perbedaan yang cukup mendasar tentang prosedur pelaksanaan akuisisi diantara 

ketiganya. Hanya saja Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 menempatkan secara 

tersendiri dalam ayat yang terpisah. 

Prosedur pelaksanaan akuisisi adalah tidak semudah yang dibayangkan 

masyarakat awam. Pertama - tama, pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan 

16 Ibid., h. 47 . 
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maksud untuk melakukan akuisisi kepada Direksi perseroan yang akan diakuisisi 

( pasal 26 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ). Sebagai tindak 

lanjutnya, Direksi perseroan yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi 

masing - masing menyusun usulan rencana pengambilalihan yang nantinya akan 

digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rancangan pengambilalihan ( pasal 26 

ayat ( 2 ) jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ). Usulan rencana 

pengambilalihan ini kemudian dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan. Untuk 

akuisisi, dimana pihak pengakuisisinya adalah perseroan maka Rancangan 

Pengambilalihan disusun oleh Direksi perseroan yang akan mengakuisisi dan yang 

akan diakuisisi (pasal 103 ayat ( 3 ) huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 

1995 ). Jika akuisisi dilakukan oleh badan hukum non perse~oan maka Rancangan 

Pengambilalihan disusun oieh Direksi perseroan yang akan diakuisisi dengan badan 

pen gurus badan hukum yang bukan perseroan yang mengakuisisi ( pasal 103 ayat (4) 

huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 ). Sedangkan untuk akuisisi yang 

dilakukan oleh orang perseorangan maka Rancangan Pengambilalihan disusun oleh 

Direksi perseroan yang akan diakuisisi dan orang perseorangan yang akan 

Mengakuisisi ( pasal 103 ayat ( 5 ) huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 ). 

Rancangan Pengambilalihan ini memuat hal - hal yang sarna dengan usulan rencana 

pengambilalihan ( pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ). 

Berdasarkan pasa126 ayat (3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 diatur 

bahwa: 
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Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) masing - masing wajib mendapat 
persetujuan Komisaris perseroan yang akan diambil alih dan yang mengambil alih 
atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih, dengan memuat 
sekurang - kurangnya : . 
a. nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau id~ntitas 

orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan; 
b. alasan serta penjelasan masing - masing Direksi perseroan, pengurus badan 

hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan; 
c. laporan Tahunan terutama perhitungan Tahunan Tahun buku terakhir dari 

perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan; 
d. tata cara konversi saham dari masing - masing perseroan yang melakukan 

pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan 
saham; 

e. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil pengambilalihan ; 
f. jumlah saham yang akan diambil alih; 
g. kesiapan pendanaan; 
h. neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal - hal 
yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan 
tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen; 

I. cara penyelesaian hak - hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap 
pengambilalihan perseroan; 

J. cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih; 
k. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan. 

Ketentuan pasal 28 jo pasal 26 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1998 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan pasal 103 ayat ( 3 ) huruf 

a, ayat ( 4 ) huruf a dan ayat ( 5 ) huruf a Un dang - Un dang Nomor 1 Tahun 1995. 

Agar Rancangan Pengambilalihan ini diketahui oleh masyarakat terutama pihak -

pinak yang merasa dirugikan dengan adanya rancangan tersebut sehingga dapat 

tnengambil langkah - langkah untuk membela kepentingannya maka ringkasan 

Rancangan Pengambilalihan ini wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 ( dua ) surat 

kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan per'seroan yang 

melakukan akuisisi paling lambat 14 ( empat belas ) hari sebelum peman~lan Rapat 
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Umum Pemegang Saham masing - masing perseroan ( pasal 105 ayat ( 2 ) jo pasal 

29 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1998 ). Untuk akuisisi yang dilakukan 

oleh perseroan maka Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh masing -

masing Direksi perseroan 1m wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum 

Pemegang Saham perseroan yang mengakuisisi dan yang akan diakuisisi ( pasal 

103 ayat (3) hurufb Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasa130 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ). Sedang jika pengakuisisinya adalah badan 

hukum non perseroan maka Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh masing 

- masing Direksi perseroan ini wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum 

Pemegang Saham perse.roan yang akan diakuisisi dan persetujuan Anggota atau 

Badan Pen gurus dari Badan Hukum non perseroan yang akan mengakuisisi ( pasal 

103 ayat ( 4 ) huruf b Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 30 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ). Jika akuisisi dilakukan oleh orang perorangan 

maka hams ada persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan 

diakuisisi dan orang perseorangan yang (ikan mengakuisisi ( pasaJ 103 ayat ( 5 ) huruf 

b Undang - Dndang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasaJ 30 Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 1998). 

Berdasarkan pasal 105 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka 

" Keputusan Rapat Dmum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan, 

dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan pasaJ 74 

ayat ( 1 ) dan pasal 76 ". Menurut pasa1 74 ayat ( 1 ) maka " Keputusan Rapat Umum 
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Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ". Sedang pasal 

76 mengatur bahwa : 

Dalam hal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, kepailitan dan 
pembubaran perseroan, keputusan RUPS sab apabila dihadiri oleh pemegang 
saham yang mewakili paling sedikit 3,4 (tiga perempat ) bagian dari jumlah 
seluruh sabam dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3,4 ( tiga 
perempat ) bagian dari jumlah suara tersebut. 

Apabila Rancangan Pengambilalihan ini telab disetujui berdasarkan musyawarah 

mufakat dalam Rapat Umum Pemegamg sabam yang dihadiri oleh pemegang saham 

yang mewakili paling sedikit % ( tiga perempat ) bagian dari jumlab seluruh saham 

dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3,4 ( tiga perempat ) bagian dari 

jumlah suara tersebut, maka ada beberapa kewajiban yang harns ditempuh oleh pihak 

pengakuisisi maupun pihak yang diakuisisi yaitu: 

1. Sebagaimana diatur dahim pasal 15 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 

- 1995, bagi akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 15 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 , 

yaitu nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha perseroan, 

jangka waktu"berdirinya perseroan apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka 

waktu tertentu, besamya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan modal 

disetor atau status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya 

maka Rancangan Pengambilalihan oleh Direksi dilampirkan pada permohonan 

perubahan Anggaran Dasar untuk mendapatkan persetujuan Menteri. Berdasarkan 

pasal I angka 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka yang dimaksud 
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Menteri disini adalah Menteri Kehakiman. Dalam Kabinet yang paru ini maka 

Menteri Kehakiman diganti menjadi Menteri Kehakiman dan HAM. 

2. Pada akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar diluar ketentuan 

yang ada dalam dalam pasal 15 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 

1995 maka tidak memerlukan persetujuan Menteri. Rancangan Pengambilalihan 

dan perubahan Anggaran Dasar ini cukup dilaporkan saja pada Menteri dalam 

waktu 14 hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat ( 4 ) jo pasal 15 ayat ( 3 ) Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 1995 

3. Sedang bagi akuisisi yang tidak mengakibatkan perubahan anggaran Dasar maka 

prosedurnya adalah sama dengan akuisisi yang mengakibatkan perubahan 

Anggaran Dasar selain yang diatur dalam pasal 15 ayat ( 2 ) Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 1995. Oleh karenanya akuisisi ini tidak memerlukan persetujuan 

Menteri melainkan hanya cukup dilaporkan pada Menteri dalam waktu 14 hari 

terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini tidak diatur 

secara tegas dalam salah satupasal melainkan diatur secara tersirat dalam 

penjelasan pasal 108 hurufb Undang- UndangNomor 1 Tahun 1995. 

Prosedur akuisisi temyata tidak hanya berhenti sampai di sini saja karena masih 

terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh antara lain : 

1. Rancangan Pengambilalihan tersebut harus dituangkan dalam Akta 

Pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris dan dibuat dalam bahasa 
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Indonesia ( pasal 31 ayat ( 1 ) jo ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1998) . 

2. Pada akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar baik yang 

memerlukan persetujuan Menteri maupun yang tidak maka Direksi wajib 

mendaftarkan akuisisi beserta perubahan Anggaran Dasar dan surat persetujuan 

Menteri ataupun laporan kepada Menteri dalam waktu 30 hari setelah persetujuan 

atau setelah tanggal peneerimaan laporan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 106 ayat ( 5 ) jo pasal 21 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang - Un dang Nomor 1 

Tahun 1995. 

3. Bagi akuisisi yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan maka wajib 

diumumkan oieh Direksi dalam Tambahan Lembaran Negara dalam waktu paling 

lamb at 30 hari sejak pendaftaran ( pasal 106 ayat (5 ) jo pasal 22 ayat ( 1 ) dan 

(2 ). 

4. Setelah proses di atas ditempuh maka ada satu kewajiban lagi bagi Direksi yang 

melakukan akuisisi yaitu adanya kewajiban untuk mengumumkan hasil akuisisi 

dalam 2 surat kabar harian paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya 

akuisisi. Ketentuan ini hanya berlaku terhadap Direksi yang melakukan 

pengambilalihan yang mempunyai nilai kekayaan tertentu yang dalam hal ini 

ditentukan oleh Keputusan Menteri ( pasal 108 ayat ( 2 ) Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 jo pasa\ 34 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1998. 
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5. Pada akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana 

disebut .dalam pasal 15 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 

dimana memerl~an persetujuan Menteri maka akuisisi tersebut mulai berlaku 

sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri ( pasal 32 

ayat { 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 ) . . Bagi akuisisi yang 

mengakibatkan perubahan anggaran dasar selain yang tercantum dalam pasal 15 

ayat ( 2 ) dimana hanya perlu dilaporkan kepada Menteri maka akuisisi tersebut 

mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta pengambilalihan dalam Daftar 

Perusahaan ( pasal 32 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 ). 

Sedang bagi akuisisi yang tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar maka 

akuisisi mulai berlaku sejak tanggal penandatangan Akta pengambilalihan 

( pasal 32 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ). 

c. Bentuk akuisisi 

Dalam perkembangannya, temyata akuisisi itu sendiri mempunyai berbagai 

bentuk dan dapat di pilah - pilah mengikuti kriteria yang dipakai . Apabila dilihat 

dari segi jenis usaha dari pihak - pihak yang terlibat dalam transaksi akuisisi, maka 

menurut Kwik Kian Gie , secara ekonomis akuisisi dapat digolong - golongkan 

sebagai berikut, yaitu 17 

17Kwik Kian Gie, Kompas, 24 Agustus 1992, (untuk selanjutnya disebut Kwik Kian Gie II). 
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1.Akuisisi horisontal yaitu akuisisi yang terjadi antara perusahaan yang sejenis 
untuk memperoleh economics of scale. atau untnk memperoleh kedudukan 
monopolistik terutama yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. 

2.Akuisisi vertikal yaitu akuisisi yang terjadi antara ' dua perusahaan yang 
mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait, misalnya yang 
diambil alih adalah perusahaan pemasok bahan baku atau distributor basil 
produksi perusahaan pengambil alih. 

3.Akusisi konsentrik pemasaran yaitu akuisisi yang dilakukan bila perusahaan 
pengambil alih ingin memanfaatkan saluran distribusi yang sarna dari · berbagai 
produk yang menggunakan teknologi yang berlainan, misalnya perusahaan 
pengambil alih mengambil alih perusahaan sabun karena produk sabun itu dijual 
oleh toko - toko yang sarna dengan lipstik, dan bedak yang diproduksi oleh 
perusahaan pengambil alih. 

4.Akuisisi konsentrik teknologi yaitu akuisisi yang terjadi antara perusahaan yang 
mempergunakan teknologi yang sarna tetapi berlainan saluran distribusinya. 

5.Akuisisi konglomerat yaitu akuisisi yang dilakukan atas berbagai macam 
perusahaan yang satu sarna lain sangat berlainan. Akuisisi ini dimaksudkan 
untuk mendiversifikasikan usaha dan diversifikasi risiko, misalnya dari 
perusahaan semen, perkapalan sampai biskuit dan produk farmasi dengan tujuan 
agar jika terjadi kemunduran usaha di bidang jenis perusahaan tertentu maka 
masih ada lagi perusahaan lain yang masih sehat. 

Sedang jika dilihat dari lokalisasi pihak pengakuisisi dengan pihak yang 

diakuisisi maka akuisisi dapat dikategorikan sebagai berikut 18 : 

l.Akuisisi eksternal yaitu akuisisi yang terjadi antara 2 ( dua ) atau lebih 
perusabaan dirnana masing - masing berada dalarn grup yang berbeda, atau tidak 
dalarn grup yang sarna. 

2.Akuisisi internal yang merupakan kebalikan dari akuisisi eksternal, yaitu akusisi 
yang terjadi antara perusahaan - perusahaan yang rnasih berada dalarn 1 ( satu ) 
grup usaha. 

Klasifikasi akuisisi jika dilihat dari motivasinya dapat dibeda - bedakan sebagai 

1-, 'k 19 ven ut : 

18 Munir Fuady I, op. cit., h. 89. 

19 Ibid , h. 94. 
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1.Akuisisi strategis yaitu akuisisi yang dilakukan dengan latar belakang untuk 
meningkatkan produktifitas perusahaan sebab dengan akuisisi diharapkan dapat 
meningkatkan sinergi usaha, mengurangi risiko ( karena diversifikasi ), 
memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi dan sebagainya. 

2.Akuisisi finansial yaitu akuisisi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan 
finansial semata - mata dalam waktu sesingkat - singkatnya. Akuisisi ini bersifat 
spekulatif dengan keuntungan yang diharapkan lewat pembelian saham yang 
murah tetapi dengan income perseroan yang diakuisisi yang tinggi. 

Bila akuisisi dilihat dari obyek akuisisi maka berdasar pasal 103 ayat ( 2 ) 

Uildang - Undang nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1998 maka yang dikenal di Indonesia hanyalah akuisisi saham. 

2. Akibat Hukum Akuisisi terhadap Persaingan Usaha 

a. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

Selama ini akuisisi dianggap sebagai salah satu eara yang sangat ampuh dalam 

memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, karena dengan akuisisi maka kedua 

belah pihak baik pengakuisisi maupun yang diakuisisi akan memperoleh keuntungan, 

1 . 20 antara am : 

l.Kelangsungan hidup perusahaan teIjamin karena makin kuat; 
2.Pengaruh persaingan dapat dikurangi; 
3.Kedudukan atau keuangan pihak yang diakuisisi bertambah kuat; 
4.Arus barang (flow of goods ) ke pasaran teIjamin; 
5.Perusahaan yang merugi menjadi stabil kedudukannya; 
6.Kualitas / mutu barang dapat ditingkatkan; 

20 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan lndonesia, Cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1996 ( untuk selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I ) , h. 90. 
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7.Progesi pajak dapat dikurangi dengan memecah menjadi unit yang lebih kecil. 

Keuntungan ini diyakini akan diperoleh rnengingat akuisisi ini rnempunyai beberapa 

tujuan. Tujuan akuisisi ini dibedakan menjadi 2 ( dua ) yaitu tujuan bagi pihak 

yang diakuisisi dan pihak pengakuisisi. 

Tujuan akuisisi bagi pihak yang diakusisi antara lain: 

1. Menyehatkan kembali perusahaan yang sedang dalarn kesulitan karena kelebihan 

kapasitas produksi yang tidak dimanfaatkan. 21 

2. Pihak yang diakuisisi berpendapat bahwa dengan diakuisisi maka akan dapat 

diperoleh cash flow untuk rnernenuhi kewajiban - kewajibannya?2 

3.Memperbaiki sistern rnanajemen sebab perusahaan yang akan diakuisisi lemah 

rnanajernennya sehingga akan sulit berkernbang secara operasional walaupun 

mempunyai dana yang cukup. Perusahaan ini tidak akan mampu bersaing sehingga 

tidak mustahil akan mengalami kehancuran?3 

Sedangkan tujuan akuisisi bagi pihak pengakusisi antara lain: 

1. Menciptakan sinergi yang menguntungkan demi efisiensi operasional dan efekti-

2 1 Nasiholoan Siagian, " Penggunaan dan Pembelian Perusahaan" , Kompas, 14 Desember 1988, 
h.8. 

22 Charles A. Scarf, Edward E. Shea , George C. Beck, Acquisition, Merger, Sales Buyouts and 
Take Over, Third Edition, Eaglewood Cliffs Prentice Hall, New Jersey, 1985, h. 15. 

23 Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan, Cet Ill, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1995 ( untuk selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad 11 ), h. 236. 
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efektifitas pasar. 24 

2. Mengurangi atau menghambat persaingan jumlah perusahaan bersaing karena 

policy dipegang oleh satu kelompok perusahaan atau oleh perusa~aan besar 

pengakuisisi.25 

3. Mempertahankan kontinuitas bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakuisisi 

perusahaan lain yang ada dalam mata rantai bisnisnya sehingga akan memudahkan 

kontrol atas jalur usaha yang ditempuhnya.26 

Di samping itu dasar pertimbangan mengapa perusahaan cenderung menerapkan 

strategi akuisisi dengan mengambil alih perusahaan lain adalah27
: 

1. Keinginan untuk turnt bermain di salah satu bidang bisnis yang sulit dilakukan 
jika harus mendirikan perusahaan baru. Sehingga satu - satunya jalan adalah 
dengan mengambil alih perusahaan yang telah ada. 

2. Kesempatan yang muncul karena pemilik lama yang ingin mengundurkan diri 
dari perusahaan. Keinginan ini menimbulkan teIjadinya jual beli. 

3. Dalam rangka Restrukturisasi Financial atau melakukan suatu sinergi usaha. 
4. Menguasai perusahaan lain dengan merombak manajemennya. 
5. Memperoleh keuntungan. 
6. Memperbesar pangsa pasar. 
7. Pengakuisisi sanggup mempertinggi penghasilan dan keuntungan perusahaan 

yang diakusisi. 
8. Pengakuisisi ingin mendapat perusahaan dengan harga murah .. 
9. Bagi perusahaan yang diakuisisi, lebih baik diakuisisi daripada kesulitan 

operasional sehingga perusahaan itu dapat diselamatkan dari kehancuran dan 

24Jarold Freier, Succesfull Compose Acquisition, A Complete Guide · For Acquiring 
Companies For Growth and Profit, Prentice Hall, 1990, h. 18. 

25 Abdulkadir Muhammad II, op. cit., h. 237. 

261bid 

27SyahrizaJ Budi Putranto, (et al ), " Ketika Musim Akuisisi Tiba" , Warta Ekonomi, 13 Mei 
Tahun 1996, h.S. 
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memperoleh pengalaman baru dari segi manajemen karena berada dalam 
konglomerasi yang berpengalaman dan baik. .' 

10. Bagi pengakuisisi maka dapat membentuk konglomarasi baru yang lebih besar 
dan kuat sehingga ruang lingkupnya bertambah besar dan kelompok 
konglomerasinya bertambah kuat. 

Berdasarkan tujuan dan dasar pertimbangan dari akuisisi sebagaimana diuraikan 

diatas maka jelas bahwa dengan akuisisi, pada dasarnya pihak pengakuisisi hendak 

menyusun kekuatan agar tetap eksis dalam persaingan usaha yang semakin lama 

semakin ketat. Walaupun pada dasamya eksistensi kedua belah pihak baik yang 

mengakuisisi dan yang diakuisisi tetap ada namun dengan akuisisi maka dapat 

mengakibatkan beralihnya manajemen operasional dari pihak yang diakuisisi kepada 

pihak pengakusisi. 

Tetapi harns diakui bahwa beralihnya manajemen operasional tersebut tidak 

mudah. Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tidak diatur secara jelas dan tegas persyaratan agar 

akuisisi dapat mengakibatkan beralihnya manajemen operasional dari yang diakuisisi 

kepada pihak pengakuisisi. Untuk dapat disebut transaksi akuisisi maka saham yang 

dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51 % atau paling tidak setelah akuisisi 

tersebut maka pihak pengakuisisi memegang sa ham minimal 51 % sebab jika 

kurang dari presentase tersebut maka perusahaan yang akan diakuisisi tidak bisa 

dikontrol sehingga yang terjadi hanyalah jual beli saham saja. Jadi dengan kata lain, 

untuk dapat beralihnya manajemen operasional dari yang diakuisisi kepada pihak 

pengakuisisi maka paling tidak saham yang dibeIi haruslah 51 % dari seluruh saham 
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. h k 28 yang mempunyal a suara. Menurut Munir Fuady, syarat agar manaJemen 

operasional dapat beralih adalah : 

Ada yang disebut dengan saham pengontrol. Saham ini dapat menyebabkan 
beralihnya hak pengontrolan dari perseroan yang diakusisi kepada pihak 
pengakuisisi. Biasanya yang disebut saham pengontrol adalah saham yang 
berjumlah lebih setengah dari seluruh saham yang mempunyai hak suara. Jadi 
pengambilalihan saham yang lebih dari 50 ( lima puluh ) persen dari seluruh 
saham yang mempunyai hak suara saja yang dapat menyebabkan beralihnya 
manajemen operasional .29 

Untuk perusahaan Go Publik , berdasar pasal 1 huruf d Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Nomor -041 PM 12000 diatur bahwa pihak yang memiliki 

saham 20 ( dua puluh ) persen atau lebih maka dapat mengendalikan perusahaan. 

Berdasar pasal ini maka dapat diketahui bahwa untuk akuisisi perusahaan terbuka, 

manajemen operasional dapat beralih jika saham yang diambil alih berjumlah 20 

( dua puluh ) persen dari jumlah saham yang mempunya hak suara . 

Tetapi ternyata ini bukanlah satu - satunya syarat agar akuisisi bisa 

mengakibatkan beralihnya manajemen operasional. Sebagaimana diketahui bahwa 

berdasarkan prosedur akuisisi yang telah disebutkan sebelumnya maka tindakan 

akuisisi menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah tindakan hukum 

perseroan yang sifatnya substansial artinya dalam menyelenggarakannya diperlukan 

persetujuan para pemegang sahamnya melalui RUPS. Dalam konteks akuisisi , 

28Munir Fuady, Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis ) , Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1999, (untuk selanjutnya disebut Munir Fuady II ), h. 209. 

29 Munir Fuady I, op. cit., h. 9. 
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batasan mengenai substansial berarti suatu perbuatan hukum perseroan yang 

merupakan prakarsa pengurus perseroan dan hal tersebut harus diputuskan oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham karena secara fundam~ntal dapat merubah karakter dari 

perseroan atau mengurangi kepentingan pemegang saharn.Berdasarkan prosedur 

tersebut, secara tersirat dapat diketahuibahwa beralihnya pengendalian dari pihak 

yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi tergantung pada persetujuan dari Rapat 

Umum Pemegang Saham baik dari pihak yang diakusisi maupun pengakuisisi. 

Dengan beralihnya manajemen operasional kepada pihak pengakuisisi maka 

pihak yang diakuisisi akan berada di bawah kontrol pengakuisisi sehingga akan 

membawa akibat pada dihasilkannya sinergi kerja yang lebih kuat dan efisien yang 

tentunya akan lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah yang dihasilkan dengan 

bekerja secara sendiri - sendiri. Oleh karenanya pihak pengakuisisi berhak 

mengeluarkan kebijakan - kebijakan atas pihak yang diakusisisi seperti menentukan 

syarat - syarat perdagangan baik menyangkut harga maupun pelaksanaan produksi, 

dan sebagainya. Dalam menentukan kebijakan - kebijakan tersebut terkadang 

pengakuisisi menggunakan cara - cara yang tidak jujur maupun melawan hukum. lni 

dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya mengingat semakin ketatnya 

persaingan usaha saat ini. Sehingga dapat m~ngakibatkan berkurangnya pesaing dan 

persaingan untuk suatu prod uk barang atau jasa tertentu . Oleh karenanya jumlah 

pesaing di bidang itu tidak cukup banyak. Jadi dapat dikatakan bahwa ada usaha dari 

pengakuisisi untuk menghambat / mengbalangi pesaing lain di bidang usaha tersebut 

untuk memasuki pasar dan juga ada usaha untuk bersaing secara tidak jujur dan 
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melawan hukum sehingga dapat mengakibatkan pihak pesaing itu tidak mampu 

merebut pasar dengan presentase yang memadai.. Padahal seperti kita ketahui bahwa 

sejak tahun 1999 maka kita sudah mempunyai Undang - Undang tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Undang - Undang Nomor 

5 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka yang 

dimaksud dengan " Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antara pelaku 

usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha ". Jadi berdasar pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 

1999 maka dapat disimpulkan bahwa akuisisi dapat membawa dampak persaingan 

usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha. Selain itu akuisisi juga dapat 

menimbulkan penguasaan pasar yang lebih dari 50 %. Menurut pasal 25 ayat ( 2 ) 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat maka : 

Pelaku Usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) apabila: 

a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 ( lima 
puluh) persen atau lebih pangsa pasar satujenis barang ataujasa tertentu; atau 

a. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 ( tujuh 
puluh lima ) persen atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Berdasar pasaJ 25 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 , dengan 

menguasal pasar lebih dari 50 ( lima puluh ) persen maka berarti pihak pengakuisisi 
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berada dalam posisis dominan. Sedangkan pengertian posisi dominan menurut pasal 1 

angka 4 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing 
yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang 
dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di 
pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses 
pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau 
perrnintaan barang atau jasa tertentu. 

Menurut salah seorang anggota KPPU ( Komisi Pengawas Persaingan Usaha ), 

Roy M. Pardede maka 30 : 

Posisi dominan bisa menyebabkan terhalangnya pelaku usaha baru untuk mas uk 
dalam persaingan pasar sebab pelaku usaha yang memiliki posisi dominan 
cenderung memanfaatkan posisinya untuk mengatur tingkat harga dan menetapkan 
syarat - syarat perdagangan sehingga dapat menyebabkan iklim persaingan usaha 
yang tidak sehat. 

Jadi posisi dominan juga sering sekali · digunakan oleh pihak pengakuisisi untuk 

menetapkan harga sehingga harga tidak terbentuk berdasarkan mekanisme pasar 

melalui penawaran dan perrnintaan. Kondisi ini tentunya akan merugikan pihak 

ketiga yaitu konsumen .. Selain itu penetapan harga itu sendiri tentunya secara tidak 

langsung akan bisa menghambat masuknya pesaing baru dalam persaingan usaha . 

Hal ini disebabkan karena tidak semua pesaing mempunyai kemampuan yang sarna 

untuk mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pihak pengakuisisi yang 

mempunyai piosisi dominan tersebut. Selain itu dengan posisi dominan maka 

30 Tommy Meiyuddin Gobel, "8 Perusahaan Kakap Diduga Jalankan Monopoli ", internet: 
http II www.satunet.com. 2000, h.3 . 
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pengakuisisi dapat mengancam pihak pengecer agar tidak berhubungan dengan pihak 

pesaing baru yang dikhawatirkan akan mengancam eksistensi pengakuisisi di bidang 

usaha tertentu dalam suatu persaingan usaha, jika masih ingin berhubungan dengan 

pihak pengakuisisi sehingga dalam hal ini pesaing . baru tersebut tidak akan bisa 

memasuki persaingan usaha tersebut. Dalam pasal 25 ayat ( 1 ) Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri jelas diatur mengenai larangan bagi posisi dominan 

untuk menetapkan syarat - syarat perdagangan, membatasi pasar dan pengembangan 

teknologi dan menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar yang 

bersangkutan. Berdasarkan pasal 25 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 

1999 maka: 

Pelaku us aha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun 
tidak langsung untuk : 
a. menetapkan syarat - syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan 

atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, 
baik dari segi harga maupun kualitas~ atau 

b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi~ atau 
c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesamg untuk 

memasuki pasar bersangkutan. 

Jadi selama posisi dominan itu tidak digunakan pihak pengakuisisi untuk 

menetapkan syarat - syarat perdagangan, membatasi pasar dan menghambat pesaing 

lain maka masih dibenarkan menurut pasal25 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999. Tetapi, temyata, dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu 

sendiri masih terdapat pertentangan tentang posisi dominan karena dalam pasaJ 27 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur adanya larangan bagi pelaku usaha 
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untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan seJems yang 

mengakibatkan posisi dominan.Dengan adanya larangan tentang pemilikan saham 

mayoritas maka berarti terdapat larangan untuk melakukan akuisisi yang dapat 

mengakibatkan posisi dominan karena berdasar pasal 103 ayat ( 2 ) Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 1 angka 3 dan penjelasan pasal langka 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 maka aku,sisi dapat terjadi jika yang 

diambil alih adalah seluruh atau sebagian besar saham. Sedang yang dimaksud 

sebagian adalah lebih dari 50 % atau dengan kata lain adalah saham mayoritas. Jadi 

ketentuan tentang akuisisi yang mengakibatkan posisi dominan itu sendiri dalam 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih terdapat kerancuan apakah secara 

tegas dilarang atau masih boleh asalkan tidak digunakan untuk menetapkan syarat 

harga, membatasi pasar dan menghambat persaingan usaha. 

Selain itu, agar akuisisi dapat secara nyata menguntungkan pihak pengakuisisi 

maka pihak pengakuisisi cenderung memanfaatkan posisinya untuk mengendalikan 

pihak yang diakuisisi sehingga tak jarang pihak pengakuisisi menunjuk seseotang 

yang sarna untuk menduduki jabatan rangkap sebagai Direksi dan Komisaris dalarn 

waktu yang bersamaan baik di perusahaan yang mengakuisisi rnaupun pada 

perusahaan yang diakuisisi, terlebih jika kedua pihak baik pengakuisisi maupun yang 

diakuisisi itu berada dalam pasar bersangkutan yang sarna. Hal ini disebabkan 

karena dengan pengontrolan pada orang yang sarna maka akan lebih mudah dalam 

melakukan pengawasan sehingga tentunya akan bisa memenangkan persaingan. 

," 
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Biasanya, untuk memenangkan persamgan tersebut sehingga dapat mernperoleh 

banyak konsumen maka digimakanlah eara - eara yang eurarig. Hal ini eenderung 

akan rnengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keadaan 

sernaeam ini tentunya seeara jelas dan tegas dilarang dalarn Undang - Undang Nomor 

5 Tahun 1999. Pasal 26 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa : 

Seseorarig yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dart suatu 
perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau 
Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan - perusahaan tersebut : 
a. berada dalam pasar bersangkutan yang sarna; atau 
b. memiliki keterkaitan yang erat dalarn bidang dan atau jenis usaha; atau 
e. ,s,eeara bersarna - sarna dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa 

tertentu, yang dapat mengakibatkan teIjadinya praktek , monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat. 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa tidak semua monopoli 

dilarang. Yang dilarang adalah praktek rnonopoli yaitu monopoli yang menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Berdasarkan pas a) 

1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur bahwa" Praktek monopoli 

adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang 

mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa 

tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan 

kepentingan umum ". Jadi unsur - unsur dari praktek monopoli adalah adanya 

pemusatan kekuatan ekonomi, pemusatan kekuatan ekonomi tersebut berada pada 

satu atau lebih pelaku usaha ekonomi, pemusatan kekuatan ekonomi tersebut 

menimbulkan persaingan us aha tidak sehat, pemusatan kekuatan ekonomi tersebut 
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merugikan kepentingan umum.31 Yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan 
( 

ekonomi menurut pasal 1 angka 3 Undang - Unruing Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

" penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pe\aku 

usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa ". Sedang unsur- unsur 

persaingan usaha tidak sehat berdasar pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999 sebagaimana disebutkan adalah persaingan antar pelaku usaha, 

dalam rangka menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran, dengan tidak 

jujur atau melawan hukurn atau menghambat persaingan usaha.
32 

Menurut Munir Fuady, Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang 

dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat 

terjadi antara lain dengan cara " Presurnsi Monopoli " . Presurnsi Monopoll 

menyatakan bahwa oleh hukum dianggap telah terjadi suatu monopli dan atau 

persaingan curang kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dalam hal terpenuhinya salah 

satu dari kriteria berikut ine3
: 

1. Produk yang bersangkutan belum ada substistusinya~ 

2. Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produk 
yangsama~ 

3. Pelaku us aha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemarnpuan 
bersaing yangsignifikan dalam pasar yang bersangkutan~ 

4. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 

31 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja , op. cit., h.l? 

32 Ibid. , h. 18. 

33 Munir Fuadi, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sebat, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1999, (untuk selanjutnya disebut Munir Fuadi III ), h. 77. 
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50 ( lima puluh ) persen pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu. 

Jadi jelas di sini bahwa dengan akuisisi maka dapat mengakibatkan beralihnya 

manajemen operasional dari pihak yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi . Dengan 

beralihnya manajemen operasional maka bisa menghasilkan sinergi yang lebih kuat 

pada pihak pengakuisisi dan dapat mengakibatkan penguasaan pasar secara nyata 

oleh pihak pengakuisisi bahkan takjarang dapat mengakibatkan pihak pengakuisisi 

berada pada posisi dominan. Posisi Dominan ini seringkali digunakan untuk 

menetapkan syarat - syarat perdagangan seperti menentukan harga dan sebagainya. 

Sehingga ini dapat mengakibatkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi yang 

cenderung akan mengalahkan perusahaan - perusahaan kecil lainnya. Dengan adanya 

pemusatan kekuatan ekonomi ini maka seringkali menimbulkan persaingan usaha 

secara tidak jujur , melawan hukum dan tak jarang juga dapat menghambat 

persaingan usaha sehingga merugikan kepentingan umum. Oleh karenanya, 

berdasarkan pasal 25 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) jo pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 6 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka jelas bahwa selain mempunyai 

dampak positif untuk penyelamatan dan perbaikan manajemen pihak yang akan 

diakuisisi maka akuisisi dapat digunakan sebagai · alat untuk menciptakan 

praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini bisa terjadi jika 

pehiksanaan akuisisi tidak diimbangi dengan ditaatinya Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999· 
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b. Akibat tidak langsung bagi perekonomian Indonesia 

Selain praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akuisisi temyata juga 

membawa akibat seeara tidak langsung bagi perekonomian Indonesia. Hal ini 

disebabkan karena jika akuisisi tidak diimbangi dengan ditaatinya Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 maka akan terjadi ketimpangan , kepincangan serta 

kecemburuan so sial dalam masyarakat khususnya para pengusaha yang pada 

gilirannya akan memuneulkan konglomerasi dan sekelompok keeil pengusaha kuat 

yang tidak didukung semangat kewirausahawan sejati, sehingga pertumbuhan 

ekonomi tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam ik1im 

persaingan usaha yang sehat. 

Selain itu, juga akan berdampak pula terhadap citra Indonesia di mata 

Intemasional. Dengan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak 

sehat sebagai akibat dari akuisisi maka akan berpengaruh terhadap . berkurangnya 

jumlah perusahaan asing yang masuk dalam persaingan usaha di Indonesia 

mengingat Indonesia sendiri saat ini telah mempunyai Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999. Jadi, hal ini tentunya akan berdampak seeara tidak langsung bagi 

perkembangan dunia usaha di Indonesia yang tentunya diharapkan akan semakin 

kompetitif. 

Dari kedua akibat hukum tersebut maka ada akibat jangka panjang yang dapat 

terjadi bagi perekonomian Indonesia yaitu sulitnya mewujudkan peningkatan 

kemakmuran rakyat yang makin merata yang merupakan sasaran umum 

pembangunan di bidang ekonomi yang tercantum dalam GBHN. 
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C. Kasus 
," 

Dari beberapa bentuk akuisisi sebagaimana disebutkan dalam sub- subbab III 

maka akuisisi horisontal yang mempunyai kemungkinan paling besar untuk 

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi ini terjadi 

antara perusahaan yang sejenis (dilakukan suatu perusahaan terhadap pesaingnya ) 

dengan motivasi untuk mengurangi persaingan pasar dan untuk mempero\eh 

economics of scale atau untuk memperoleh kedudukan monopolistic terutama yang 

dilakukan oleh pesaing. Oleh karena dilakukan terhadap pesaingnya maka je\as 

bahwa tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar atau dengan 

kata yang agak ekstrem adalah untuk membunuh pesaingnya. 

Dalam prakteknya akuisisi horisontal ini dapat kita jumpai pada saat PT. 

Indofood Sukses Makmur yang berada di bawah bendera grup Salim dan 

memproduksi berbagai macam produk mie instan seperti indomie, chatz mle, 

supermie, sarimi dan sebagainya mengakuisisi PT. Nissinrnas yang Juga 

memproduksi mie instan seperti top ramen, nissin mie yang tidak berada satu grup 

dengan PI. Indofood Sukses Makmur pada tahun 1996. Dengan adanya akusisisi ini 

maka manajemen operasional dari PT. Nissin mas beralih pad a PT. lndofood Sukses 

Makmur. Jadi, walaupun eksistensi dari PT. Nissinmas itu tetap ada namun berada di 

bawah kontrol dari PT. Indofood Sukses Makmur sehingga PT. Indofood Sukses 

Makmur berhak untuk mengeluarkan kebijaksanaan atas PT Nissinmas. Ternyata PT. 

Indofood Sukses Makmur ini tidak hanya mengakuisisi PT. Nissin Mas melainkan 

juga beberapa Perusahaan lain produsen mie instan yang tentunya semakin banyak 
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bennunculan di Indonesia yang dianggap dapat mengancam eksistensinya sebagai 

produsen raksasa yang memproduksi mie instan di di Indonesia. Dengan adanya 

pengontrolan dari suatu grup yang sama yaitu pada pengakuisisi dalam hal ini PT. 

Indofood Sukses Makmur maka jelas akan mengurangi kompetisi produk yang ada di 

pasar. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka pada akhimya akan menciptakan 

suatu keadaan dimana pasar mie instan hanya dikuasai oleh PT. Indofood sukses 

Makmur dengan hak monopoli . Hal ini terbukti dengan adanya fakta bahwa PT. 

Indofood Sukses Makmur menguasai 90 (sembilan puluh ) persen pangs a pasar mie 

instan. Berdasarkan pasal 25 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka 

keadaan ini menyebabkan PT. Indofood Sukses Makmur berada pada posisi dominan. 

Kondisi ini tentunya sangat rawan terhadap adanya praktek monopoli dan persaingan 

usaha yang tidak sehat. Hal ini disebabkan karena Posisi dominan ini dapat 

digunakan oleh PT. Indofood Sukses Makmur untuk menghalangi pelaku usaha lain 

yang ingin memasuki pangsa pasar rnie instan, menetapkan syarat - syarat 

perdagangan seperti harga, kualitas dan sebagainya sehingga menurut Komisi 

Pengawas Persaingan Us aha ( KPPU) maka PT. Indofood Sukses Makmur 

tennasuk dalam salah satu dari 8 ( delapan ) perusahaan besar yang di awasi oleh 

KPPU karena patut diduga telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat. 34 

34 Tommy Meiyyudi Gobel, op.cit., h.l . 
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BABID 

UPA VA HUKUM TERHADAP AKUISISI APABILA MENGAKIBATKAN 

PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SERA T 

1. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 ;0 Peraturan 

Pemerint;!h Nomor 27 Tabun 1998 

Akuisisi yang selama ini banyak dipahami orang sebagai salah satu alternatif 

untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, ternyata dapat pula 

digunakan sebagai alat uiltuk menciptakan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. Namun demikian tentunya tidak semua akuisisi mengakibatkan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 maka akuisisi termasuk rule of reason sehingga untuk 

menentukan apakah akuisisi itu merupakan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat rnaka harus dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara 

lain akibat anti kompetitif, kerugian yang nyata terhadap persaingan, unfairness 

( ketiCiakadilan ) yang tercipta, lingkungan sekitar dan unsur melanggar hukwnnya 

serta mencari relevansi antara akuisisi yang dilakukan pengakuisisi tersebut 

dengan kondisi yang tercipta.35 

Sebenarnya, para pembentuk Undang - Undang kita telah mengantisipasi 

terjadinya akuisisi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. Hal ini terbukti dengan diturnya syarat - syarat akuisisi dalam 

35 Jani Purwanti, Kuliab Hukum Persaingan, 3 Oktober 2001 
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pasa1104 ayat ( 1 ) hurufb Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995.Berdasarkan 

pasal 104 aya t ( 1 ) huruf b Undang - Undang Nomor 1 Tahun · 1995 maka 

" Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan 

harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam 

melakukan usaha ". Hal ini juga dipertegas kembali dalam pasal 4 ayat ( 1 ) huruf 

b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa 

"Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan 

memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan 

usaha " . Dengan berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut maka berarti akuisisi 

tidak boleh dilakukan jika mengakibatkan monopoli atau monopsoni dalam 

berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Selain itu, dalam usulan rencana 

pengambilalihan maupun dalam rencana pengambilalihan juga harus memuat 

tentang alasan serta penjelasan masing - masing Direksi Perseroan, pengurus 

badan hukum . atau orang perorangan yang melakukan pengambilalihan. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam pasaJ 103 ayat ( 3 ), ( 4 ), dan ( 5 ) Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 26 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1998. Dengan adanya penegasan bahwa dalam usulail rencana 

pengambilalihan maupun rancangan pengambilalihan harus dicantumkan alasan 

serta penjelasan masing - masing Direksi Perseroan, pen gurus badan hukum atau 

orang perorangan yang melakukan pengambilalihan maka ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan apakah akuisisi ini memang perlu dilakukan dan 
, ' , 

nantinya tidak akan mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat. Hal ini juga dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban dan Direksi 
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Perseroanl pengurus badan hukum / orang perorangan jika akuisisi yang 

dilakukannya menyimpang dari alasan dilakukannya akuisisi sebagaimana yang 

telah dicantumkannya dalam usulan rencana pengambilalihan dan rancangan 

pengambilalihan. Jadi kedua ketentuan tersebut baik Undang - Undang Nomor 1 

TahUi1 1995 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 bersifat 

preventif Jika ada akuisisi dimana pihak pengakuisisinya adalah perseroan yang 

diduga melanggar ketentuan pasaJ 104 ayat ( 1 ) hurufb Undang - Undang Nomor 

1 Tahun 1995 jo pasal4 ayat ( 1 ) hurufb Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1998 sehingga merugikan pihak ketiga terutama perusahaan pesaingnya maka 

terhadap perseroan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam pasal 110 ayat ( ] ) huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun ] 995. 

Berdasarkan pasal 110 ayat ( 2 ) jo pasal 110 ayat ( 3 ) huruf c Undang - Undang 

Nomor 1 Tahun 1995 maka Pemeriksaan itu dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya kepada Pengadilan 

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan yang 

dilakukan oleh kejaksaan mengingat tindakan akuisisi yang mengakibatkan 

praktek monopoli dim persaingan usaha tidak sehat ini pada akhimya akan 

menyangkut kepentingan umum. Tetapi menurut penjelasan pasal 110 ayat ( I ) 

Undang - Undang Nomor ] Tahun 1995 maka sebelum Kejaksaan memohon 

untuk diadakan pemeriksaan maka Kejaksaan terlebih dulu harns meminta secara 

langsung kepada perseroan tersebut data atau keterangan yang dibutuhkan. Jika 

Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan pemeriksaan tersebut maka 

selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan suatu penetapan 
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pemeriksaan dan mengangkat 3 ahli untuk melakukan pemeriksaan ( pasal 111 

ayat ( 1) jo pasa1111 ayat ( 3 ) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 ).Laporan 

hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan oleh pemeriksa kepada Ketua 

Pengadilan Negeri ( pasal 112 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1995 ). 

Jika dari hasH Iaporan tersebut terbukti bahwa perseroan tersebut melakukan 

akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

malca perseroan tersebut dapat dibubarkan dengan penetapan Pengadilan Negeri 

( pasa1 117 ayat ( 1 ) huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995). Tetapi 

sayangnya kedua ketentuan tersebut tidak mengatur tentang upaya hukum jika 

terjadi akuisisi dimana pengakuisisinya adalah badan hukum non perseroan 

maupun perorangan. yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan 1lSaha 

tidak sehat, termasuk juga tidak mengatur mengenai sanksi dan siapa yang berhak 

menjatuhkan sanksi. Meskipun begitu, bukan berarti bahwa akuisisi yang 

mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dimana 

pengakuisisinya adalah badan hukum non perseroan dan perseorangan tersebut 

menjadi 1010s dari jerat hukum karena bagi pesaing yang merasa dirugikan atas 

adanya akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat dapat menggugat berdasarkan pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melawan 

Hukum yang menyatakan bahwa " tiap perbuatan melanggar hukum, yang 

membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". 
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2. Berdasarkan Undang - Undaog 5 Tabuo 1999 

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia akhimya mengeluarkan suatu 

peraturan perundang - undangan tentang larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat dalam suatu Undang - Undang yaitu Undang -

Undang Nomor 5 tahun 1999. Keberadaan Undang - Undang ini adalah sebagai 

rnanifestasi dari pentingnya kebutuhan akan peraturan tcntang persaingan usaha 

sehingga diharapkan akan dapat mewujudkan demokrasi dalam bidang ekonorni 

yang menghendaki adanya kesempatan yang sarna bagi setiap warga negara untuk 

berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan ·atau jasa, dalam 

iklim yang sehat, efektif, efisien sehingga dapat mendorong pertwnbuhan 

ekonomi dan bekerjanya pasar yang wajar. Hal ini sesuai dengan asas daTi Undang 

- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 2 Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan " Pelaku usaha di Indonesia dalam 

menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

memperbatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku us aha dan kepentingan 

ur.num ". Yang dimaksud demokrasi ekonomi ini implementasinya akan tercermin 

dalam perekonomian · yang menganut sistem pasar terbuka dimana para pelaku 

usaha akan bebas memasuki pasar dalam arti tidak terdapat rintangan baik dari 

pihak penguasa rnaupun dari dari pelaku usaha ( yang besar atau dominan ). 

Sedangkan tujuan dari Undang - Undang ini adalah sebagaimana diatur dalam 

pasal 3 u'ndang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 

Tujuan pembentukan Undang - Undang ini adalah untuk : 
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
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b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan 
usaha yang sehat sehingga menjamin .. adanya . . kepastian . kesempatan 
berusaha yang sarna bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan 
pe1aku usaha kecil; 

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang 
ditimbulkan oleh pelaku usaha; 

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan us aha. 

Di samping itu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas juga 

melarang adanya akuisisi yar:tg mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidaJe sehat.Daiam pasal 28 ayat ( 2 ) undang - Undang Nomor 5 Tahun 

1999 diatur bahwa " Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham 

. perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ". Selain itu berdasar pasal 29 

ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka untuk pengambilalihan 

yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu maka 

wajib diberitahukan kepada Komisi selambat - lambatnya 30 hari sejak tanggal 

pengambilalihan tersebut. Di Amerika, dengan adanya Undang - Undang anti 

monopoli Amerika Serikat yang dikeluarkan pada tabun 1914 yaitu Clayton Act 

maka terdapat larangan untuk teIjadinya pengambilalihan baik seluruh maupun 

sebagian saham perseroan lain jika pengambilalihan itu secara substansial 

mengurangi tingkat kompetisi atau bertujuan untuk menciptakan monopoli dalam 

satu atau lebih bidang usaha perniagaan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam 

section 7 Clayton Act. Clayton Act ini menekankan pada proses monopolinya 

yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kompetisi sesama pelaku usaha. 

Selama proses akuisisi dianggap tidak mengurangi competitiveness dari dunia 

usaha maka tidak dilarang. Maksud dari pelaku usaha untuk melakukan tindakan 
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akuisisi itu harns telah diberitahukan kepada Federal Trade Comission ( FTC) 

dalam waktu 30 hari sebelum tanggaI pelaksanaannya. Pemberitahuan di muka ini 

diperlukan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan oleh FTC dan Departemen 

Kehakiman untuk menerima atau menentang rencana akuisisi tersebut. 36 Jadi jelas 

bahwa di Amerika dengan adanya Clayton Act yang bersifat preventif maka 

sejauh mungkin berrnaksud untuk mencegah adanya akuisisi yang mengakibatkan 

praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila akuisisi ini 

terbukti telah mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

sehingga merugikan orang lain khususnya pelaku usaha lain maka berdasarkan 

section 4 Clayton Act pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pada pihak 

pengakuisisi. 

Berdasarkan adanya larangan terhadap akuisisi yang mengakibatkan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak serta asas dan tujuan dibentuknya Undang 

- Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka jelas bahwa eksistensi Undang - Undang 

ini bersifat preventif yaitu untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat terrnasuk juga akuisisi yang mengakibatkan praktek 

monopoli dan persaingim usaha tidak sehat sehingga akan tercipta iklim usaha 

yang kondusif dan sehat diantara para pelaku usaha yang pada akhimya akan 

menguntungkan masyarakat sebagai konsumen barang / jasa. 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mengatur upaya bukum terhadap 

akuisisi apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

36 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, op. cit., h. 47. 
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sehat. Oleh karenanya dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaba ( KPPU ) 

untuk mengawasi pelaksanaan Undang - Undang ini. · Komisi ini merupakan 

lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah 

serta pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) 

Undang - Undang Nomor 5 Tabun 1999. Berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang ­

Undang Nomor 5 Tabun 1999 maka " KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk 

mengawasi pelaku us aha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak 

melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ". Dalam 

pasal 30 ayat ( 3 ) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1999 diatur bahwa " Komisi 

bertanggung jawab kepada Presiden ". KPPU terdiri dari seorang ketua 

merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan sekurang -

kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan wakil ketua Kornisi dipilih dari 

dan oleh anggota komisi. Para anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden atas persetujuan DPR dari masa jabatan 2 periode dimana masing -

masing periode adalah semma 5 tahun.Apabila karena berakhirnya masa jabatan 

akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi maka masa jabatan anggota 

dapat diperpanjang sampru pengangkatan anggota barn. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam pasal 31 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Berdasarkan pasal 34 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka susunan 

organisasi kornisi serta tugas dan fungsinya diatur dengan Keppres . Sedang 

dalam pelaksanaan tugasnya maka Komisi dibantu oleh sekretariat dan kelompok 

- keiompok kerja dirnana susunan organisasi, sekretariat dan kelompok -

kelompok tersebut diatur oleh Komisi. 
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Sebagai pelaksana dari Undang - Undang ini maka KPPU mempunyai tugas 

dan wewenang yang diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999. Berdasar pasal 35 huruf c Undang - Undang Nomor 5 Tahun ] 999 

rnaka salah satu tugas dari KPPU adalah melakukan penilaian terhadap ada atau 
, ' , 

tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana 

diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. Sebagai tindak lanjut dart tugas 

yang diberikan pada KPPU rnaka dalam pasal 36 Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999 diatur tentang wewenang KPPU. Pasal 36 Undang - Undang Nomor 

5 Tahun 1999 mengatur bahwa: 

Wewenang Komisi meliputi: 
a. menerima laporan dari rnasyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 
b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau 

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan 
oleh rnasyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi 
sebagai hasil dari penelitiannya; 

d. menyimpulkan basil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau 
tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan us aha tidak sehat; 

e. memanggil pelaku uSaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan Undang - Undang ini; 

f. mernanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang 
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang - Undang 
IDl; 

g. meminta bantuan penyidik untuk mengahdirkan pelaku usaha, saksi, saksi 
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f , yang 
tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; 

h. meminta keterangan dari Instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan 
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan Undang - Undang ini; 

1. mendapatlcan, meneliti, dan atau menilai surat, dokurnen atau alat bukti lain 
guna penyelidikan dan atau perneriksaan; 

. 1 IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN ... TRI WAHYOE HARYANTI



50 

J. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku 
usaha lain atau masyarakat; 

k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga 
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

1. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha 
yang me1anggar ketentuan Undang - Undang ini. 

Jadi pada prinsipnya tugas dan wewenang Komisi merupakan satu kesatuan 

kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Dalam menangani proses perkara maka KPPU bisa bekerja atas inisiatifnya 

sendiri berdasarkan pasal 40 ayat ( 1 ) maupun atas laporan secara tertulis dengan 

keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan meyertakan 

identitas pelapor baik pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran 

Undang - Undang ini maupun setiap orang yang mengetahui telah terjadi 

pelanggaran terhadap Undang - Undang ini sebagaimana yang diatur pasa\ 38 

ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi selain KPPU 

maka pelaksanaan Undang - Undang ini juga dapat dijalankan oleh beberapa 
f 

pihak yaitu setiap orang yang mengetahui telah terjadi/ patut diduga te1ah terjadi 

pelanggaran dan juga pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran. 

Oleh karenanya pelanggaran yang dilakukan atas Undang - Undang ini bukanlah 

delik yang bersifat aduan ( oleh pihak yang merasa dirugikan ). 

Apabila terdapat laporan tentang adanya pelanggaran seperti yang dimaksud 

dalam pasal 38 ayat ( 1) dan ( 2 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka 

KPPU wajib melakukan pemeriksaan pendahu1uan. Dan dari haril pemeriksaan 

pendahuluan tersebut, dalam jan,gka waktu selambat - lambatnya 30 hari terhitung 

sejak KPPU menerima laporan ter~ebut maka KPPU wajib menetapkan perlu atau 
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tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 39 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika KPPU 

menetapkan perlunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan maka dalam 

pemeriksaan Ianjutan ters~but KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap 

pelaku us aha yang dilaporkan ( pasal 39 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999 ). 

Selanjutnya, jika diperlukan oleh KPPU dalam rangka pemeriksaan lanjutan 

maka Undang - Undang memberi hak kepada KPPU untuk mendengar keterangan 

saksi, saksi ahli, dan atau pihak lainnya yang relevan ( pasal 39 ayat ( 4 ) Undang 

- Undang Nomor 5 Tahun 1999 ). 

S,ebagai jaminan atas diri pelapor maka KPPU wajib merahasiakan identitas 

pelapor terutarna pelapor yang bukan pelaku us aha yang dirugikan.37 Demikian 

juga berdasarkan pasal 39 ayat ( 3 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka 

KPPU juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi yang 

diperoleh KPPU dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia 

perusahaan. lni dirnaksudkan sebagai jaminan bagi pelau usaha yang diperiksa. 

Selain itu, dalam rnenjalankan tugasnya untuk memeriksa pelaku us aha dan 

mendengar keterangan dari para saksi rnaka KPPU harus dilengkapi dengan surat 

tugas ( pasal 39 ayat ( 5 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ). 

Tata cara untuk menangani proses perkara yang diatur dalam pasal 39 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini juga berlaku bagi penanganan proses 

perkara yang berdasarkan atas inisiatif dari KPPU sendiri dan tanpa adanya 

37Ibid.,h. 58 . 
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laporan secara tertulis baik dari pelaku usaha yang dirugikan maupun dari setiap 

orang yang mengetahui telah terjadi / patut diduga telah terjadi pelanggaran 

terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini. 

Berdasarkan pasal 41 ayat ( 1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 

maka Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat 

bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan. Sedang dalam pasal 

41 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur bahwa " Pelaku usaha 

dilarang menolak diperiksa , menolak memberikan informasi yang diperlukan 

dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyehdikan 

dan atau pemeriksaan ". Apabila pelaku usaha atau pihak lain tersebut melanggar 

ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 ayat ( 2 ) tersebut maka Komisi dapat 

menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai 

ketentuan yang berlaku ( pasal 41 ayat ( 3 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 

1999 ). Yang diserahkan oleh KPPU kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan 

tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana telah disebutkan diatas 

yaitu menolak diperiksa dan memberikan informasi serta menghambat proses 

penyelidikan dan atau pemeriksaan tetapi juga termasuk pokok perkara yang 

sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi ( penjelasan pasal 41 ayat ( 3 ) 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ). Berdasarkan penjelasan pasal 36 huruf 

g Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka yang dirnaksud dengan penyidik 

adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang - Undang Nomor 8 

Tahun 1981. 
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Berdasar pasal 42 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 , dalam melakukan 

pemeriksaan maka KPPU harns mengumpulkan alat - alat bukti berupa: 

Alat - alat bukti pemeriksaan Komisi berupa: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat dan atau dokumen; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan Pelaku Usaha. 

Selanjutnya pemeriksaan lanjutan harus diselesaikan oleh KPPU selambat -

lambatnya 60 hari terhitung sejak rnulai dilakukannya pemeriksaan lanjutan 

tersebut. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasa\ 43 ayat ( \ ) Undang -

Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila jangka waktu 60 han tersebut rnasih 

belum mencukupi, berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999 maka " Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini dapat diperpanjang paling 

lama 30 ( tiga puluh ) hari ". 

Setelah itu, KPPU wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi 

pelanggaran terhadap Undang - Undang ini selambat - lambatnya 30 hari terhitung 

sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Pengambilan keputusan ini dilakukan 

dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang - kurangnya 3 orang 

anggota Komisi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 ayat ( 3 ) jo 

penjelasan pasal43 ayat ( 3 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Dalam pasal 43 ayat ( 4 ) Undang - Undang nomor 5 Tahun 1999 diatur 

bahwa " Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( 3 ) pasa\ ini harus 

dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk wnurn dan segera 

diberitahukan kepada pelaku us aha ". Dalam penjelasan pasal 43 ayat ( 4 ) 

----------------------------~;:-------------. 
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dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umurn dan segera 

diberitahukan kepada pelaku usaha II . Dalam penjelasan pasal 43 ayat ( 4 ) 

Undang - Undang Nomor 5 tahun 1999 dijelaskan bahwa II Yang dimaksud 

diberitahukan adalah penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usa-

ha II. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, apabila pelaku us aha tersebut 

menerima putusan KPPU maka pelaku us aha wajib melaksanakan keputusan 

dalam waktu 30 hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh 

pelaku usaha atau kuasa hukumnya dan melaporkan pelaksanaanya kepada 

Komisi ( pasal 44 ayat ( 1 ) jo penjelasan pasal 44 ayat ( 1 ) Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 ). 

Apabila pelaku usaha tidak menerima atau keberatan terhadap keputusan 

KPPU maka berdasar pasal 44 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1999 

II Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-

lambatnya 14 ( empat belas ) hari setelah menerima pemberitahuan putusan 

tersebut II . Jika pelaku us aha tidak memanfaatkan jangka waktu tersebut diatas 

dalam arti pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari 
, ., 

maka dianggap menerima keputusan KPPU ( pasal 44 ayat ( 3 ) Undang - Un dang 

Nomor 5 Tahun 1999 ) dan putusan itu akan' berlaku sebagai putusan pada tingkat 

akhir ( final ) dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan sebagai 

konsekuensinya putusan tersebut bersifat eksekutorial dengan pengertian bahwa 

putusan terse but dapat dimintakan, pelaksanaan penetapan eksekusi kepada 

Pengadilan Negeri ( Pasal 46 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999 ). Jika putusan KPPU tersebut tidak dijalankan oleh pelaku usaha 

( 

\ 
\ 
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dan pelaku usaha juga tidak mengajukan keberatan atas putusan KPPU dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan tersebut maka KPPU wajib menyerahkan 

keputusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ( pasal 44 ayat ( 4 ) 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ). Dan putusan KPPU tersebut berlaku 

sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan 

( pasal 44 ayat ( 5 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ). 

Dalam hal pelaku usaha tidak menerima putusan dari KPPU dan mengaj ukan 

keberatan kepada Pengadilan Negeri, berdasarkan pasal 45 ayat ( ] ) Undang -

Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka " Pengadilan Negeri . hams memeriksa 

keberatan pelaku us aha sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat ( 2) dalam waktu 

14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut ".Dari hasil pemeriksaan tersebut 

maka Pengadilan Negeri harns memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak 

dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut ( pasal 45 ayat ( 2 ) Undang -

Undang Nomor 5 tahun 1999. Selanjutnya berdasarkan pasal 45 ayat ( 3 ) Undang 

- Undang Nomor 5 Tahun 1999 ,jika terdapat keberatan atas putusan Pengadilan 

Negeri maka pihak yang berkeberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam 

waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan Berdasarkan atas kasasi yang 

diajukan oleh pelaku usaha tersebut maka pasa] 45 ayat ( 4 ) Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa " Mahkamah Agung hams memberikan 

putusan dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak permohonan kasasi diterima ". 
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Prosedur Pemeriksaan (pasa138 - Pasa146) 

tif_ KPPU 
KOMISI PENGA WAS PERSAINGAN USAHA 

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN 
:s 30 hari (Pasal 39 ayat (1» 

PEMERIKSAAN LANJUTAN 
60+30 hari 

(Pasal43 ayat (1) & (2) 

KEPUTUSAN ( :s 30 HARI) 
(Pasa143 ayat (3» 

~ 

56 

L aporan 
Pasal) 38) . f--( 

DlTERIMA :s 30 HARI I DITOLAK I 
(Pasal 44 ayat (1» 

I 

#. Keberatan 
(pasal 44 aya 

dalam 14 hari 
t (2» 

PENGADILAN NEGERI 

Diperiksa dal am waktu 14 
5 ayat ( 1 » Hari (Pasal 4 

PUTUSAN:s 30 HARI 
(Pasal45 ayat (2» 

KEBERATAN - KASASI 
Dalam 14 hari 
(Pasal45 ayat (3» 

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
:s... 30 HARI (Pasal 45 ayat (4)) 
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Sedangkan untuk waktu penanganan dan penyelesaian perkara oleh KPPU 

dalam kaitannya dengan lembaga peradilan yang ada maka akan dijelaskan 

melalui tabel berikut ini38 
: 

PASAL . DESKRIPSI ( URAIAN ) HARI 

A 39 ( 1 ) Pemeriksaan Pendahuluan 30 

B 43 ( 1 ) Pemeriksaan Lanjutan 60 

· c 43 (2) Perpanjangan waktu pemeriksaan 30 
Ianjutan 

0 43 (3 ) Putusan ada tidaknya pelanggaran 30 

E 43 (4 ) Penyampaian putusan 

F 43 ( 1 ) Pelaksanaan putusan 30 
," 

Tingkat KPPU Sub Total Hari 180 

G 44 (2) Pengajuan keberatan ke PN 14 

H 45 ( 1 ) Pemeriksaan keberatan 14 

I 45 (2) Putusan atas keberatan 30 

Tingkat PN Sub Total Hari 58 

J 45 (3) Kasasi ke Mahkamah Agung 14 

K 45 (4 ) Putusan Kasasi oleh MA 30 

Tingkat Kasasi Sub Total Hari 44 

TOTALHARI 282 

38 Ibid., h, 61. 
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Jadi setiap orang yang mengetahui telah teIjadi / patut diduga telah terjadi 

akuisisi yang melanggar Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini maupun 

pelaku usaha yang merasa dirugikan terutama perusahaan pesaing dengan adanya 

akuisisi yang patut diduga telah mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat dapat mengajukan laporan pada KPPU dan nantinya KPPU yang 

akan merulai dan membuat keputusan apakah terjadi pelanggaran atas Undang -

Undang Nomor 5 Tahun ] 999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap akuisisi yang dilakukan pelaku usaha 

berdasarkan adanya laporan tersebut rnaupun atas inisiatif dan KPPU itu sendiri. 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dibuat untuk menciptakan social 

engineering bagi rnasyarakat dunia usaha pada umumnya dan para pelaku usaha 

pada khususnya. Oleh karenanya Undang - Undang ini dilengkapi dengan adanya 

sanksi yang dapat dikenakan bagi yang melanggamya,Apabila KPPU telah 

memutuskan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh pihak pengakuisisi tersebut 

mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga 

melanggar ketentuan pasal 28 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 

~ang mengatur bahwa " Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham 

perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persa.ingan usaha tidak sehat ", rnaka KPPU berwenang untuk 

menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif ( pasal 47 ayat ( 1 ) Undang -

Undang Nomor 5 tahun 1999 ). Sanksi administratif yang akan dijatuhkan oleh 

KPPU terhadap pihak pengakuisisi yang melanggar ketentuan pasal 28 ayat ( 2 ) 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah berupa penetapan pembatalan atas 
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akuisisi tersebut. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 47 ayat ( 2 ) huruf e 

Undf,Ulg - Undang Nomor 5 tahun 1999 " Tindakan administratif sebagaimana 

dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat berupa penetapan pembatalan atas 

penggabungan, atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham 

sebagaimana dimaksud dalam pasa128; dan atau ". 

Selain itu bagi pihak pengakuisisinya juga dapat dikenai sanksi pidana pokok 

sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat ( 1 ) Undang - Un dang Nomor 5 Tahun 

1999) berupa: 

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 
16 sampai dengan pasa1 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal ·28 diancam pi dana 
denda serendah - rendahnya Rp. 25. 000.000.000,00 ( dua puluh lima milyar 
rupiah) dan setinggi - tingginya Rp. 100.000.000.000,00 ( seratus milyar 
rupiah ), atau pidana kurungan pengganti denda selama - lamanya 6 ( enam ) 
bulan. 

Di luar sanksi pidana pokok sebagaimana disebutkan sebelumnya maka Undang 

- Undang Nomor 5 tahun 1999 ini juga menetapkan sanksi pidana tambahan 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 

yaitu : 

Dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum 
Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan 
pidana tarnbahan berupa : 
a. pencabutan izin us aha; atau 
b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap Undang - Undang in.i untuk menduduki jabatan Direksi atau 
Komisaris sekurang - kurangnya 2 ( dua ) tahun dan selama - lamanya 5 
( lima ) tahun; atau 

c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
kerugian pada pihak lain ( pasal 49 ). 

Jadi dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka 

keberadaan akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha 
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tidak sehat menjadi semakin jelas karena Undang - Undang ini telah membentuk 

KPPU untuk melaksanakan Un dang ~ Undang tersebut. Dengan adanya KPPU ini 

maka diharapkan akan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan ternasuk 

juga dalam menilai akuisisi dan menjatuhkan sanksi yang berupa sanksi 

administratif jika akuisisi tersebut terbukti melanggar praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, pengakuisisi juga bisa dikenakan sanksi 

pidana pokok dan tambahan .Kedua sanksi ini baik sanksi pi dana pokok maupun 

tambiilian harus diserahkan dan dilakukan oleh pengadilan. Hal ini terjadi apabila 

pihak yang dikenakan sanksi itu menolak putusan yang ditetapkan oleh KPPU 

sehingga mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. 

Dalam penjelasan pasal 41 ayat ( 3 ) Undang - Undang Nomor 5 Tabun 1999 

diatur bahwa yang diserahkan oleh KPPU kepada penyidik untuk dilakukan 

penyidikan tidak hanya perbuatan untuk menolak diperiksa, menolak memberikan 

infonnasi yang diberikan, dan atau menghambat proses penyelidikan atau 

pemeriksaan melainkan juga tennasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan 

diperiksa oleh KPpu. Dengan diserahkannya pokok perkara pada penyidik 

maka pada akhirnya pengadilanlah yang akan memberikan sanksi berupa sanksi 

pidana pokok pada pengakuisisi tersebut. Jadi sanksi pidana pokok diserahkan 

atau dilakukan oleh pengadilan bilamana pengakuisisi yang dikenakan sanksi 

menolak keputusan KPPU maupun bilarnana pihak pengakuisisi menolak untuk 

diperiksa, memberikan infonnasi maupun menghambat jalannya penyelidikan dan 

pemeriksaan. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN ... TRI WAHYOE HARYANTI



61 

Tetapi sayangnya, dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun ] 999 ini tidak 

diatur secara jelas dan tegas apakah ketiga sanksi tersebut baik sanksi 

administratif, pidana pokok maupun tambahan dapat diberlakukan secara 

komulatif atau tidak . Menurut Insan Budi Maulana maka " ketiga sanksi ini bisa 

berlaku secara komulatif apabila pelanggaran terhadap Undang - Undang ini 

sudah sedemikian rupa merugikan kepentingan masyarakat dan juga merusak 

tatanan persaingan usaha yang jujur serta mengakibatkan persaingan curang 

yang demikian berat ".39 Jadi, apakah ketiga sanksi tersebut dapat diberlakukan 

secara komulatif atau tidak maka tergantung pada seberapa besar akibat akuisisi 

tersebut dalam merusak tatanan persaingan usaha yangjujur. 

Dengan adanya pengaturan secara tegas mengenai larangan bagi akuisisi yang 

mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang 

dilengkapi pula dengan adanya sanksi baik sanksi administratif, sanksi pidana 

pokok maupun sanksi tambahan maka diharapkan KPPU bisa beketja semaksimal 

mungkin untuk mengatasi akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat sehingga akan dapat tercipta iklim persaingan usaha 

yang sehat di kalangan para pelaku usaha yang pada akhimya akan dapat 

mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicantumkan dalam 

GBHN. 

39 lnsan Budi Maulana, Catatan Singkat Undang - Undang Nomor 5 Tabun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaba Tidak Sebat, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2000, h. 60. 
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1. Kesimpulan 

BABIV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka pada 

bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang terkait dengan 

perumusan masalah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1a. Proses akuisisi tidak hanya melibatkan pihak yang diakuisisi yang berupa 

perseroan dan juga pihak pengakuisisi yang berupa badan hukum perseroan 

dan non perseroan serta orang perorangan tetapi juga beberapa profesional 

lainnya.Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peratutan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 rnaka tindakan akuisisi merupakan 

tindakan hukum perseroan yang bersifat substansial artinya dalam 

menyelenggarakannya diperlukan persetujuan para pemegang saham melalui 

RUPS , bahkan untuk akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran 

Dasar sebagairnana yang tercantum dalam pasal 15 ayat ( 2 ) Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 1995 rnaka memerlukan persetujuan Menteri. Sedang 

untuk akuisisi yang mengakibatkan perubahan Ang"garan Dasar diluar 

ketentuan pasal 15 ayat ( 2 ) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1995 dan 

akuisisi yang tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar maka hanya 

cukup dilaporkan kepada Menteri. 

b. Akuisisi dapat mengakibatkan bera1ihnya manajemen operasional dari pihak 
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yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi dan tak jarang akuisisi juga 

mengakibatkan pihak pengakuisisi berada pada posisi dominan. Keadaan ini 

m~nyebabkan akuisisi justru disalahgunakan sebagai alat untuk menciptakan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantara beberapa bentuk 

akuisisi maIm akuisisi horisontallah yang mempunyai kecenderungan terbesar 

untuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karen a 

dilakukan antar perusahaan sejenis sehingga jelas akan mengurangi kompetisi 

produk yang ada di pasar. Jika hal im terjadi secara terus menerus maka pada 

akhirnya akan menciptakan suatu keadaan di mana pasar hanya dikuasai oleh 

satu pihak dengan hak monopoli . 

2. Dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 tahun 1998 telah diatur tentang syarat - syarat akuisisi yaitu harus 

memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam 

melakukan usaha. Berdasarkan pasal 110 ayat ( 1 ) huruf a jo pasal 110 ayat 

( 3 ) dan pasal 117 ayat 1 huruf a Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1995 Jika 

akuisisi itu mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

dimana pengakuisisinya adalah perseroan maka perseroan tersebut dapat 

diperiksa atas perrnohonan kejaksaan dan jika terbukti maka dapat dibubarkan 

berdasarkan penetapan pengadilan. Tetapi kedua ketentuan ini tidak mengatur 

tentang upaya hukumnya jika pengakuisisinya adalah badan hukum non 

perseroan maupun perorangan termasuk juga tidak mengatur sanksi dan juga 

siapa yang berhak untuk menjatuhkan sanksi tersebut sehingga pihak yang 

dirugikan dapat menggugat berdasar pasal 1365 BW. Sejak tahun 1999 dengan 
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adanya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka berdasar pasal 28 ayat 

( 2 ) Un dang - Undang ini, akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat secara tegas dilarang. Dan untuk menegakkan 

hukurnnya rnaka dibentuklah KPPU yang merupakan lembaga independen 

yang bertanggung jawab kepada Presiden. Bagi pihak yang merasa dirugikan 

maupun pihak yang mengetahui telah terjadi / patut diduga telah terjadi akuisisi 

yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat 

melaporkan pada KPpu. Untuk selanjutnya KPPU yang berwenang untuk 

memutuskan apakah suatu akuisisi melanggar ketentuan pasal 28 ayat ( 2 ) 

Undang - Undang Nomor 5 tahun 1999 atau tidak dan juga untuk menjatuhkan 

sanksi. Oleh karenanya dengan adanya Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 

ini maka upaya hukum terhadap akuisisi apabila mengakibatkan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi semakin jelas terlihat. 

2. Saran 

Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan rnaka dapat diberikan 

~aran, antara lain: 

lao Untuk menghindari terjadinya akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat maka perlu pengaturan secara tegas dan 

jelas dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 mengenai syarat beralihnya manajemen dari 

pihak yang diakusisi kepada pihak pengakuisisi dan sampai sejauhmana pihak 

pengakuisisi dapat mengendalikan pihak yang diakuisisi. 
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b. Hendaknya ada kejelasan tentang akuisisi yang mengakibatkan posisi dominan 

dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, apakah dilarang secara tegas 

atau diperbolehkan asalkan tidak digunakan untuk menetapkan syarat dagang, 

membatasi pasar danmenghambat persaingan usaha. 

2a. Perlu ada pengaturan secara jelas mengenai mekanisme atau proses beracara 

untuk menangani perkara pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 

Tahun 1999 ini , rnisalnya tentang tidak diberikannya wewenang bagi KPPU 

. untuk bertindak sebagaimana Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil agar 

KPPU dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian 

pelanggaran Undang - Undang ini dan memberi kewibawaan pada 

KPPU.Selain 1tu perlu diatur tentang kewajiban untuk mengumumkan hasil 

dari pemeriksaan KPPU kepada publik mengenai akuisisi yang dilakukan 

oleh pengakuisisi agar dapat diketahui oleh publik. 

b. Pertanggungjawaban KPPU kepada Presiden dalam Undang - Undang Nomor 

5 Tahun 1999 seharusnya dipertegas hanya terbatas menyangkut masalah 

administrasi saja dan tidak menyangkut fungsional agar keputusan KPPU 

uapat dipertanggungjawabkan keindependenannya. 

c. Pembentuk Undang - Undang perlu lebih memperhatikan rnasalah sanksi, 

apakah sanksi itu bisa diberlakukan secara komulatif atau tidak. Selain itu 

Undang' - Undang ini terkesan tidak tegas karena sifat pidana kurungan 

sebagaimana diatur dalam pasal 48 baru dapat diterapkan bila sanksi pidana 

denda tidak dapat dilaksanakan oleh pelanggar. 
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L-\;\1 P IRAN I 

URANGA.!" PR.-U.I'EK MONOPOLI DAN PERSAINGAl~ US • .uL\ TIDAK 
SElLU .. 

(U ndang~uildang Republik Indonesia Nomor ; Tahun 1999 
tanggal 5 Maret 1999) . 

DENGAN RlliMAT TIJHAN YANG MARA ESA, i '_~ 

.... ;r. '._ ~ :"' 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Menimhang: 

a. hahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada ter,l{ujudnya 
keseiah~eraan rakyat herdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; . 

h. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanra kesemparari 
yang sama bagi setiap warga negara ufl[uk berpanisipasi di daiam proses 
produksi dan pemasaran barang dan arau jasa, dalam iklim usaha rang sehat, 
efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong penumbuhan ekonomi dan -" 
bekerjanya ekonomi pasar yang 'il:ajar; o · ' 0 • 

c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus beracb .. daIam siruasi 
persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menirnbulkan~danya 
pemus:lran kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertenru, dengan tidak terlepas 
dari kesepakaran yang telah diIaksanakan oleh Negara Republik Indonesia 
terhadap perjanjian-perjanjian intemasional; . 

d. hahwa ufl[uk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, hurufb, 
d:m huruf c, aras usul inisiatu DewanP.erwakilan Rakyat perlu disusun Undang­
undang temang Larangan Praktek Monopoli dab Persaingan Usaha Tidak 
Sehat; 

Mengingl t: 

Pasai 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal27 ayat (2), dan pasal 33 Undang-undang 
Dasar 1945; 
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Dengan persetujU:lO 

,DEWAN PERWAKII.Ai.V RAKYAT REPUBLlK INDONESIA 
.: ', .. ! ,- -· · ~ 4. ~ . .. ~ .. ~ . ~ . 

MEMUruSKAN 

MenetJpkan: 
... .... .... . ~. - . ~ 

~ •. -'z0 . ' 

UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN 
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA,-T . , .' , ' , r: ,',r:. :7 ;< 

•• • • • : .. • .... \. _ - • ' " < • 

BAB I 

KETENTUAN UMlJM 

Pasa11 

Dalam unda~g-tindang ini yang dimaks~«de~~ri: ' :: , . " , '. '~ .' 

L ' ' MonqpOi{~'~hpe,;g~as~' ~~; P~Od~ksi ' da~'~'ta~~~~mn harang dan 

arau atas penggunaan jasa teneml,l ~leh satu pelaku atau saw kelompok pelaku 
usaha: " " ' , ,. .,; ~ " . ; _,' 

; ~ • • ' , - ' J'~ ! •• • : _ : ' '.,. __ - . - , ' . _ . 

Praktek monopo~adal~ pemusatan ~ekuatan ekonomi oleh saru atau lebih 
pelaku usaha yang mengakibatkan ~ikuasa!Clya produksi dan atau pemasaran 
aras barang dan atau jasa tertenni. sehingga menimbulkan persaingan usaha 
:tidak sehat da~dapat merugiJG0_ ~~a<:f!ti~~ umulTl' " " " , ' 

, , .• ; ., •• ' . " " • • \;1, .. , ~ , . . ... .. , ...... .. .. ' • • 

Pemusatan kekuatan ekonomi adalahpengusaaan ,yang nyata atas suatu: pasar 
be~ngkutaflolehsat~ atau lebfu' pelaku u~a s~hingga dapat menentukan 
harga barang dan atau jasa. . ' " ' ' 

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing 
yang berarti di pasar bersangkutan daJam kaitan dengan pangsa pasar yang 
dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di 
pasarbersangkuCan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan 
akses pada pasokan atau penjualan, serra kemampuan umuk menyesuaikan 
pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. 

Pelaku usaha adaJah setiap orang perseorangan atau hadan usaha, baik yang 
herhentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 
herkedudukan atau merlakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
~epuhlik Indonesia, haik sendiri maupun bersama·sama melalui perjanjian, 
.11enyelenggarakan hemagai kegiatan usaha dalam hidang ekonomi . 

Lalllpirafl 9:; 

6. I'ersaingan lI~lha , tidak schar adalah rer;;aingan anrar pelaku usah:t dalam 
l1lenialankan kegiaran produksi dan arall pemasardn harang dan :ttal! jasa yang 
clilakukan dengan cara tidak jujur arau n~elawan hukum arau menghamhat 
persaingan usaha. .. .... " ',' : ' , <,'":., , .. 

Perjanjian adalah suaru rerhuar2n saru atau lehih relaku usaha unruk 
mengikarkan diri terhadap saru arau lehih pelaku usaha lain dengan nama ' 

, arapun, baiktertulis maupun tidak tertulis. 

8. Per.;ekongkolan aeau konspirasi usaha dalah bentuk kerja.~ama-Y'dng dilakukan 
oleh relaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai 
pasar hersangkutan hagi kepemingan pelaku usaha Y'dng hersekongkol. 

:. ..' . . . : 

9. Pasar adalah iembaga ekonomi dimana pard pemheli dan penjual baik,seClrd 
langsung maupun ridak langsung dapat melakukan transaksi 'perdagangan 
harang dan atau jasa. . . ' . 

• I" , . ,. ,., 

10. Pasar beisangkutan adalah pasaryang berkaitandengan jangkauanatau daerah:_ 
pemasaran tenenni' oldiPeI~ku usahaatas bara~g da~'atau ;asa'yang Si~a;aiil{ 
sejenis atau subsirusi dari barang dan atau jaSa tersebut. '. " ' , , 

11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang 
aspek·aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan 
kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeU; hainbatan n1aSuk dan 

, keiliarpasar, keragaman produk;siStein distribusi, dan perigiias:ianpwgsa pasar:: 

12. Perilaku p~sar adal~h tindaka;nya~g dilak~kari '~'leh p~laku : ~'~:h~':dalam 
" , kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli liarang dan atau fiiS;iiiriiuk inencapaf 

wjuan perusahaan, an tara lain penClpaian laba'; pertumbuharrase'i: target 
penjualan, dan metode persaingan yang digunakan. ' ' ~;.C:. 

13. Pangsa pasar adalah persentasenilai jual atau beli barang atau' jaSa teitentu 
, yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasac bersangkutan dalam ' rahun 

kelender tertentu. 

14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa 
sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. 

15. Konsumen "dalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik 
umuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. 

16. Barang adalah setiap henda. baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 
hergerak maupun tidak hergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai. 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen aeau pelaku usaha. 

17, Jasa adalah se!iap lavanan yang herhentuk pekerjaan atau prestasi yang 
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diperdagangkan c!alam masrJrJkar unwk dimanf:l:ltkan o:eh konsumen <Irau 
. pel;jku uS<lha. ".' ~ 

Kumisi Peng:lwas Persai;lgan .Usaha adal<th komisi yang dihent~lk unrLik 
mengawasi pelaku usaha dalam menj:llankan kegi:lran usahanya agar ridak 
melakukan prak[ek monopoli dan arau persaingan u;;aha riciak sehat. 

Pengadilan Negeri adalah·peng;idilan. sehagaim:ll1:1 dimaksud dalam perawran 
perundang-undangan rJng herlaku, di tempat kedudukan hukum dan usaha 
pelaku usaha. 

- - .... BAB II 
' . i .' ~ ... :,' . . '. ..' i . '" . ,,: .. r~1 

ASAS D.~~ TUJUAN 
;; ,r •• ~ 

Pasal 2 '-: .:. '_.; ." "..... -:; ... ... . 
.: . ~ :;;; ~ .::-':." ~ 

.'ku Usaha di Indonesia dalam menjalankan . kegiatan usahanya berasaskan 
:~okrasi ekonomi dengan . memperharikan keseimbangan antara. kepeor'ingan 
i u usahadan keper.cingan tiiri'um. . ' .~ ... ' ' '- . . , -..... . 

. Pasal3 , , ' , 

Tujuan pembentuka~ ~~~dang:~ndang ini adalah untuk: ;"' , ' 

. . 
menjaga. kepencingan umum ~n meningkarkan efisiensi ekonomi nasional 
sebagai salah satu upaya umuk meningkarkan kesejahreraan rakyar; : . , 

mewujudkan iklim usaha -0mg' k~ndusif melalui pengaturan persain~ usaha 
.,' . " . . . . .... _. 

yang ~ehar.sehingga m~jam~;ad.anya kepastian kese!l1pat:ln berusaha yang 
sarna bagi pelaku usaha besar,pelaku usaha menengah, clan pelaku usaha kecil; 

mencegah prakrek monopali dan arau persaingan usaha, ridak sehat yang 
dirimbulkan oleh pelaku usaha; dan 

cercipranya efektiviras dan eflSiensi dalam kegiatan usaha . . 

BAB rrr 
PERJAN]IAN YANG DIIARANG 

Bagian Pertama 

Oligopoli 

Pasa14 

: ~ ::Jku usaha dilarang membuat pefjanjian deng:m relaku usaha lain umuk secara 

I 
I 
I 
~ 

2. 

Lampimll .9 ! 

. hersama-s:mla mclakllkan pengua~aan produksi dan arau pemasarJn h-Jl<lOg d;1O 
jasa ~~lOg dapar mengakiharkantefjaclinya praktek monopoli dan arau persaingan 
lIsaha tidak sehat. 

Pelakll usaha patur diduga arau dianggap secartl bersama-sama melakubn 
penguasaan produksi dan atau pemasaran oarJng clan at<lu jasa, sebagaimana 
climakslld aym (1), apahiJa2 (dua) at<lu 3 (tiga) pelaku usaha arau kelompok 
pelaku usaha menguasai lehihdari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa 
pasar satu jenis barang at:!u jasatertentu. 

" 
. : ~ ~r ..... : ! J ,. ~ . . 

- , ,: ~ .1 ' ) i!. " . ~.; . .',.,' ) . ~ r.: 
.<. '0<. , '. , . Bagian Kedua .' .. ... , " , ' .' : ....... ~ : . . ~ ; :~~ :. :f.>' .:. '. :~; 

Penetapan Harga :;: /. :', . : : :.~i:;'~.!:' : :: .;':.';:: ' / ' 

Pasal5 
} !~ JL'. 

1. Pelak!J Usaha diJarang mem~~a.~.perj~jian dengan pelaku usaha pesaingnya 
untuk menerapkan harga aras suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar 
oleh konsumen arau pelanggan pada pasar bersangkuran yang sarna . 

2. Kerentua~ sebagaimana diffiaksud clalam ayat. (1) riciak berlaku bagi~~:> . 
.: ,... . u~ " '_ ~ ..... ~.: ' : .i. ..... . ~ . . . -,. . ~ - : . ~- -- •. • • ;...~~-,.", - " . ,. ~- "' . • . 

_ a. suarli. perjanjian yang clibuat dalam suatu usaha patungar", atau ". -.. , .. .. 
• • •• • • •• 1 •• ~ . , ' . .. ' • -' • • - .. , - ••• -. .-

b. suatu 'perjanjian yang didasarkan undang-undangyang berlaklr.' : · ;" : 

: ., : . , ~; , ~:;~';::'-~~~~, '~~"~as~ 6 : .;: :~~~:~~~:~:~Z:~~;:~~ 
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatRail peri1beJifing saw ' 
harus membayar dengan harga yangberbeda clari harga. yangh?rusdib:!yar oleh 
pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. . . . . " . , .... 

" . '. ' '.' • .! .. '. 

Pasal7 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usahapesaingnya untuk 
menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha ridak sehat. 

Pasal8 

Pelaku usaha dilarang membuar perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuar 
persvararan hahwa penerima barang dan arau jasa riclak akan menjual arau memasok 
kemhali harang dan arau jasa yang relah di[erimanya, dengan harga Yang lebih 
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_' litbh d:u'ipada harga yang tdah diperjanjibn ,~chillgga dapat mellgakihatkall 
:rjadinya persaingan usaha tidak ,'<:haL , 

Bagian Ketiga " ' 

Pe:nbagian Wilayah 

PasaI9 
t . ' • 

:1ku USJhd dilarang memhua[ perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnl'a yang 
:1ll juan umuk memhagi wila~~dh pemasaran a[au alokasi pasar (erhadap har;mg dan 
J jlsa sehingga dapat mengakihatkan 'te'~adinya prakrek munopo/i dan atau 
'aingan u~aha tidak sehar. ". : ~ , -i : ' .: ~:,!:: ::~ 

Bag~ K~dmpat 
Pemboikotan 

PasallO 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, 
yang <lapin menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sarna, 
baik Uf,wk tujuan pasar dalam negenmaupun pasar luar negeri:" .. . 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, 
. 'In[uk m~nolak menjua! setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain 
;ehingga perbuatan tersebue; 

merugikan atau dapac diduga merugikan pelaku usaha lain; atau 

membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau memheli setiap b:Jrang 
dan arau jasa dan pasar bersangkucan. 

Bagian Kelima 

Katie! 

Pasalll 

~aha dilarang memhuat perjanjian, dengan pelaku lIsaha saingannya, yang 
~ d mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan l [aU pem:JSardn 
'::og (,an atau jasa, I'ang dapa[ mengakibatkan rerjadinra pr.lK[ek monopol i 
;ersa inpn usaha (idak sehar. 

Bagian Keenam 

Trust 

Pasal12 

lLlIII/liral/ 99 

Pelaku usaha dilarJng memhlla( perjanjian dellg:m pelaku usaha lain untllk melakubn 
kerja sama dengan memhentuk gahungan perusahaan atau persero;;n rang lehili 
hesar. dengan [etap menjaga dan memperrahankan kelangsungan hidup masing­
nwsing perusahaan a[au perseroan anggotanya, yang berru;aan umuk mengontrol 
produksi dan :1[JU pemasardn alas barang dan arau jasa, sehingga dapat mengakiha[kan 
[efjadi·nya praktek rrionopoli dan :ltau persaingan tidak sehat. ,. " 

Bagian Ketujuh 

Oligopsoni 

Pasall3 

1. Pe!aku usaha dilarang memhuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 
benujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembel~ at2u penerimaan 
pa.~okan agar dapat mengencialikan harga acas barang dan atau jasa dalam pasar 
yang bersangkucan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopo'li 
dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

2. Pebku usaha patut diduga atau dianggap secaraberiiama:iama menguasai 
pembelian dan licuJ 'penerimaan pasokan sebagaimaria aimaksud da!am aya[ 
(1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau ke!ompok peIaku usaha 
menguasai lebih dari 75% ([ujuh puluh lima persen) pangsa pasar saw jenis 

, barang acau jasa tenentu , 

Bagian Kedelapan 

Integrasi Vertikal 

Pasall4 

Pelaku usaha dilarang membuat pe~JlIjian dengan peiaku usaha lain yang benujuan 
untuk menguasai sejumlah produk vang [ermasuk cialam rangkaian produksi barang 
:Hau j:JSa (enemu yang mana setiap r:mgkaian produksi merupakan hasii pengoiahan 
arau [lroses ianju[an, haik dalam SJIU rdngkaian langsung maupun tidak langsung, 
vang dapa[ mengakih:J[kan (e~adin\'d oersaingan usaha [idak sehat dan atau merugikan 
masv:J.r.lk;; t. 
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Bagian Kesembilan 

Perjanjian tertutup 

Pasal15 

Pelaku usaha dilarang memhuat perjanjian dengan pelaku usana bin yang 
memU:H persyaratan hahlVa pinak yang nlenerima harang dan a!aL1 jasa han ~"'J 
akan memasok atau ddak memasok kemhali har.ing dan atau jasa tersehut kepada 
pihal< tertemu dan atau' pada tempat tertenn.i. 

Pelaku usaha dilarang memhuat perjanjian dengan pihak lain Yang memuat 
penyarJtan bah IVa pihak yang menerima oarang dan atau ja~a tertemt; harus 
bers .... dia memheii harang dan ataL: jasa lain dari peiaku usaha pemasok, 

Pelaku usaha dilarang merribiiarperjanjian ' men'genai harga atau potongan 
harga (ertemu atas harang dan atau jasa, yang mem\lat persyaratan oanlVa 
pelaku usaha }'ang menerima oarang dan ataujasa dari pelaku usaha pemasok: 

; .' :.-

a. harus hersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha 
-. .pemasok;atau :,-,:.: ~ ~ : ~ ; ; ; :';,;,: :,, ';" , .... , 

h. - tidak akan rnernoeli barang dan atau jasa yang sarna atau sejenis dari 
.. ' pebikuusaha lain yang menjadi pesaing dari pe!aku usaha pemasok, 

. . - ";... " 

., 
. .-

"_~' -: :- _""; :: ' " ': ' ':7 :Ba~ lC~epuluh _, 
:;. '<. " Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri 
.c', - ., /. ; :r" .~ . .. 

.. ':~ P~i6 . . .~. . "- -.. ~" I. ,,- : .- . L.. •• 

: usaha dilarang mernbuat perjanjian dengan pihak lain di .Iuar negeri yang 
Jt ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan a'tau 
:gan usaha tidak sehaL " 

BAB IV 

KEGIATAN YANG DIIARANG 

Bagian Pertama 

Monopoli 

Pasa117 

';aku usaha dilarang melakukan penguasaan :ltas produksi dan atau 

! 
1 
I 
1 

',- I 
1 
1 
; 

Lampiral/ J01 

pernasarJn har.mg dan arau jasa ~rJng dapat mengakiharkan terjadinrd praktek 
monopoli' dan :ttau persaingan usaha tidak sehat. . . . . ,,-'. . '; 

2, Pelaku usaha pawt diduga a[au dianggap melakukan penguasaan atas produkSi 
dan :ltau pemasaran oarang dan atau jasa seoagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
apahila: 

1, 

2, 

d , harang dan a[au jasa yang hersangkuran helum ada suhs[ansinya; 

o. mengJkihatkan pelaku usah,a lain [idak dapat masuk ke dalam persaingan 
usaha oardng dan atau jasa yang sanla; atau. , ~"'-{': ~ . . .. ;, '.~ ':: .<: : 

. c: . : saw pelaku atau satu kelompok pelaku usaha mengu:isai lehin dari50% 
(lima puluh persen) pangsa p'asar saw jenis oarang atau jasa tenentu-,'" 

, 
• • : • • : . J j' .. ~ 

Bag~ ,Kedua 
Monopsoni 

" " '''':':' ~ ' . r-... . Pasal18 " , 
': 1' . 

:... .... L:-::···J~ · 

,.-: :':.,,' :. : :.. ' :-- ~~ ; ;*~ ;;;~ 1 ; .:;~ -; 

. ;';:"'1.: -: ~-.:.. - t 

Pelaku usaha dilarang rnenguasai penerimaan pasokan atau rn~lljadi. pern~Ii, 

tunggal acas barang dan atau jasa dalarn pasar bersangkutan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya p~le_k mo'~opoli dan atau persain~yang tidak 
sehat. "·"'·i~·. ' ;;""=':· ' · , . . ,', ".,:', :: .. 

Pelaku usaha pawt diduga aeau dianggap rnenguasai penenrnaan paSokan aeau 
rnenjadi pemheli tungg:ilsebagaimana dimaks,.ud dalam ayat, (l) apabila satu 
pelaku usaha atau satu kelompokpdaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima 
puluh persen) pangsa.pasar satujenis barang aeau iasa tertemu. . 

Bagian Ketiga 

Penguasaan Pasar 

Pasa119 

Pelaku usaha dilara.ng melakukan saw aeau beoerapa kegiatan, baik sendiri maupun 
bersama pelaku usaha lain, yang dapat rnengakibatkan terjadinya praktek monopoli 
dan aeau persaingan usaha [idak sehat berupa: 

a, menolak dan atau menghalangi pelaku usaha terremu umuk melakukan 
kegiatan usaha yang sarna pada pasar hersangkutan; atau 

h, menghalangi konsumen arau pelanggan pelaku usaha pesaingnva unruk [idak 
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melakllbn usaha dengan pelakll lIsaha pesaingnva illl; ;t(;tU 

memh:uasi pcredaran dan a(au penjllalan hardng dan at~.u jasa pada pas;lr 
. hersangkutan; atau 

melakukan prJktek disknn~nasi terhadap pe!aku usaha tertentlL 

Pasa120 

":!aku usaha dilar-ang melakukan pemasokan harang dan arau jasa dengan cara 
:ebkukan jual rugi aUlu menerapkan harga yang sangat rendah dcngan maksud untuk 
.enyingkirkan atau mematikan usaha pesaingny<l di pasar bersangkutan sehingga 
.;pat mer.gakihatkan tecjadiny<l praktek monopoli dan arau persaingan usaha tidak 
~ . .' 

.• ~ 
Pasa121 ' 

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam meneUlpkar. hiaya produksi 
1 bia)'a Iainny<l y<lng menjadi bagian dan komponen harga baf'dllg dan arau jasa 
:g dapat mengakibatkan tecjadiny<l persaingan usaha tidak sehat. 

:; {j!~~ :~ 

:. :';_. Bagian Keempat 

Persekongkolan 

; :.,;;. T,' .~ .. -;~ Pasal i2 . 
t:'; ::. _ : •• ~_:_ • • 

Pelaku usaha diJarang bersekongkol dengan,pihak lain untuk mengatur dan 
menentukan -pem~clender sehingga dapac mengzkibalkan lerjadinya 
'ingan usaha tidak sehat. 

Pasa123 

! usaha dilarang bersekongkol ciengan pihak lain mendapatkan informasi 
1n usaha pesaingny<l y<Iflg diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga 
:i<ibatkan tecjadiny<l persaingan usaha tidak sehat. 

Pasa124 

'Jsaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi 
.J pemasaran barang dan arau jasa pelaku usaha pesaingny<l dengan maksud 
~3ng dan arau jasa Yang dirawarkan arau dipasok di pasar bersangkuran menjadi 
ng baik dan kualiras, maupun keteparan waktu yang dipersyaratkan. 

BABY 

POSISI DOMINAN 

Bagian Pertama 

Umum 

Pasa12; 

Lli 111 fi i ra /I 103 

1. Pelaku usaha diIaran'g menggunakan posisi dominan haik secii-a langsung 
mal/pun tidak langsung untuk: ""., .: .. ~ "": :."" "; , 

a. menetapkan syarat-WJf'd{ perdagangan dengan lujuan untuk mencegah 
dan arau menghalangi konsumen memperoleh barangdan irau jasa rJng 
bersaing, ba"ik dari segi harga mau"pun kualilas; atau ~ 

h. memhatasi pasarcian pengernbangan ieknologi; arau ... ". . 
menghambat pelaku usaha lain rang berpotensi menjadi pesaing untuk 

, . 
c. 

memasuki pasar bersangkuian. 

2. Pelaku usaha memiliki posisidominan seoogaimana dimaksud ayat (1) apahila: 

a. satu pelaku tisaha atau satu kelompok pelakuusaha menguasai )0% (lima 
puluh Persen) arau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertenlU; 

arau 
. b.- dua arau tiga pelaku usaha arau kelompok pelaku usaha menguasai 75% 

(tujuh puluh lima persen) arau lebih pangsa pasarsatu jenis barang atau 
~ • ", .:-j ~7 !. ~,i~~ " 

jasa tertentu. 

. Bagian Kedua 

Jabatan ~gkap 

Pasa126 

Seseorang yang menduduki jabaran sebagai Oireksi atau Komisaris dari suatu 
perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Oirkesi aUlU 
Komisaris pacla perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebul: 

a. berada dalam pasar bersangkuran yang sama; arau 

b. memiliki keterkairan yang era{ dalam biclang dan arau jenis usaha; atau 

c. seeara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang dan arau jasa 
tertentu, yang dapat mengakioolkan tecjadinva praklek monopoli dan arau 
persaingan usaha tidak sehal. 
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.! Suri HlIhll"/ &ill;S: Allli .Ifol/{Jpo/; 

Bagian Ketiga 

Pemilikan Saham 
~ ' .. fi . 

Pasal27 

'jku usaha dilarang memiliki saham mayoriras pada heherapa -perusahaan sejenis 
~ melakukan kegiacan usaha dalarn hidang ' ~':Jng sama pad a pasar hersangkutan 
; sama, arau mendiribn heherapa perusahaan yang memiliki kegi:!tan usaha yang­
J pada pasar hersangkUlan )'ang sama, apahila ~~pemi!ik~Ul ~ersehut mengakihat-

. . t': ,..... . . ..':.. 
saw pelaku usaha atau saw kelompok pelaku usaha menguasai lehih dari 50% 
(lima p_ul~h persen) pangsa pasar ~a.t~ jell;;; ~~rang a~~ j~~~ertemu; 
dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok peJaku usaha menguasai lehih rl~ri 
75% (tujuh puluh lima persen) parigsa PaSar satu jenis'har:ing arau jasa tertentu. 

," .,"" "~:" : . ", ~ .. :....~ ':,::':~I ",:, l ,. ~~ . ~;:;-. .:. .. ... .. : '. - . 

:-:~:. .~ ~:::~;': { .::~ ~ ..... :~:. \ 

· ! . ,; 1:. ~;;';'7:,-- : . Bagianl(~e.rnpat ~('! :~;:<;;'o: ;; ;)~~ 
. ; . Penggabungan, Pelebufa!1 dan Pengamb~an 

: .:i~!.) - ! ;.;-:._ ~. ," ;", ;; 1 ::::.t :; :; (:1 ,:::~ : · ~ '·1 .~·· 
Pasal28 -- .. 

?e1aku usaha. dilarang melakukan. penggabungan atau pelebu.~ badan usaha 
\-angdapaqn\!ngakibatkan terjadinya prakte~ monopo!i .daCla~u persaingan 
Jsaha tidak sehar. . IJ , ; :;~ ".:.. • 

)elaku usaha pilarang melakukan pengamhil alihao'Sabam perusahaan lain 
:pabila tindakan te~ebut dapat men'gakibatkan·terjiidinya praktek monopoIi 
. :an arau persaingan usaha tidak sehar. -

.<etemuan lebih Ianjut meni~nai pen~aa:bungan aou peleburan badan usaha ' 
lng di!arang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan mengenai 
'engambilalihan swam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diarur daJam 
~raturan Pemerintah. .' , .~ 

Pasal29 

:nggabungan atau peleburan hadan usaha. atau pengambilalihan saham 
;'1agaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai 
~n jua!annya meiebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, 
::rmhat-Iambarnva 30 (tiga puluh) hari sejak ranggal penggabungan, peleburan 
:u pengamhilalihan terSebUL 

., 

Llllllpirtll! 105 

2. KClentuan mengenai penetapannilai as!:![ dan atal!. nilai penjuabn sena tata, 
cara pemheritahuan sehagaimana dimaksud dalam aya[' (1), diatur dalam 

1. 

2. 

3 . 

1. 

2 . 

3. 

4. 

PeraturJn Pemerintah. '. . '.' . 
. . ' .:!' ,,!':" I ~ : ' •.• ~ . ':'; ~; , ~ 

BAB VI 
-..# I. ,, ' ;: ~i : : ~ :. . i . 

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ' • '. I' 
, " ' : ' 

Bagian Pertama 

Status 
: ~:..-.. ' . ,_. : .. .;: I,:: 

t,- : _' 

" "' ; .1:., l.' . ~ 

: Pasal30 · ,; .... .. ~;:, ., .. ; .!:.: .,,: ,:r..':' __ .: 
Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibenruk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi; ,,, '; . ,,;;:.; -,.,,: .~ '".-:.' .. 

. . .':",. . .";:: >r . . ' ;"i' .: ,t. ... ; ' _ "I ~~ '_~ ' . ,; 

Komisi adalah sllaru lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan 
kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. . . - •.. ~,: ,~ ;!;. :;.;~p;ij\,:) ' !b '.: .. 

.... . . ... -. - J .• - - ,-, - .•. 1. - ',. 
Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. ·· ... ,., ... ' , ~. 

:. . ~ . ~-_ y: _ :.~ ::.- ~ " '-.~';'.(: ' ~~~f!;."_" , .::!.Iti . - -r-

Bag~ Kedua _. 
. :~. Keaiiggotaan 
~ " . -' -' 

Pasal31 

• ,_ . ;. ;. -. ia :;. : .... : !' : ':: ~ ; ~::!).'. 

. '~. :' .~jl : ~ . ~. :; I,!",: : ~" ", ' : 

-~ • • ':"'" ~ :_"' .I 

.. 
> 

Komisi terdiri atas seorang Ket~;i ~~gkap anggora, seorang Wakil Ketua 
merangkap'.a·nggoi.a; dan' sekurnng-kul4flgnya 7 (tujuh) ' orang anggota: '" 

Anggora Komisi diangkat dan diberhentikan olehPresiden atas pei-setujuan 
Dewan Perwakilan Rakyar. · · ,J . . :"": .~ .~ <:. ;" 

Masa jabaran anggora Komisi adalah 5 Oima) tahun dan dapat diangkar kt!mbali 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikumya. .;-: 

Apabila karena berakhirnya masa jabaran akan terjadi kekosongan dalam 
keanggoraan Komisi, maka masa jabatan anggora baru dapat diperpanj<ing sampai 
pengangkaran anggora.baru. 

Pasa132 

Persyaratan ke-anggmaan Komisi adalah: 

a. Warga Negara !,{epublik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) 
rahun dan setinggi-[ingginya 60 (enam pu luh 1 rahun pada saat pengangkaran; 
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:j Srri Hit/will Bhalis: AII!i .llol/opoli 

~eria kepacta Pancasi!adan Undang-unclang Dasar 19~':; : 

heriman dan hel1aq\va' k~rada Tuhan Yang Maha Esa; . 

jujur, adil dan herkelakuan haik; 

hertempat tingga! di wil::rah Negar:J Repuhlik Indonesia; 

herpengalaman clalam hidang usaha' a~'l; ' mempunl'ai pengetahuan dan keahlian 
di hidang hukum dan atau ekono'mi; . . 

tidak pernah dipidana; .•.. . 
. ' . . -... ... 
tidak pernah dinyata~an pailit oleh pengadilan; 

tidak terafiliasi dengan SU2tu hada~ usaha. 

'" . :,, : J:;. ;: Pasal33 J ;; ' 

. } 
'.': 

~ ~ot:J.an Komisi berhen.ti, kar~na: 

meninggal dunia; 

mengundurkan diri atas permin~ sendiri; ':.": _ , 

henempat tinggal di luar wilayah Negara Repuhlik Indonesia; 

sakit jasmani at:l.U rohani ten~s ~:~e~s;: . , 

berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; 
.diherhentikan. '" '...- . .. 

: .. . ~~ '. 

Pasa134 
"I ,. :' 

)embentukan Komisi serra susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan 
:engan Keputusan Presiden . . 

-'otuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekre~riat. 

,omisi dapat membentuk kelompok kerja. 

:etentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan 
dompok keD a diatur Iehih lanjut dengan keputusan Komisi. 

.. Jmisi melipUli: 

Bagian Ketiga 

Tugas 

Pasa135 

::;;kukan penilaian rerhadap perjanjian Yang d..1pal mengakioatkan terjadinV'J 

h. 

c. 

d. 

e . 

f. 

g. 

. . LaJIIPiral/ ifF 

pl:lktek monopoli d:ln atau pcr~aingjtl1 lIsaha tidak sehat. sehagaimana diawr 
dalam pas:!! 4 sampai dengan pasal 16: 

melakukan penilaian terhadap kegiatan us:tha dan atau tindakan pf;!laku lIs;l ha 
rang c1apat mengakihatkan terjadinya prJktek monopoH dan atau pe~aing;ifl . 
lIsaha tidak sehat seh:l\;;iimana dialllr dalam pasal 17.sampai dengan pas:tl 2~: 

. . ' ~ . 
melaku"~l!l penil:iian rerhadap ada atau ,tidak adan~-a penrd.bhgunaan posisi 
dominan yang darar mengakihatkan terjadinya praktek. mon9Poli dan atau 

. persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam paal1? san,lpai dengan 
pasal28; . . .; ' . ':.,,'.'.' .. ";:;.,:.-... .. .. ,, . _.c,. ':'.':J; '., . 

mengamhil tindakan sesuai dengan wewenang sehagaiman'a diawr dalam pasal 
36· " 
. ' . : . ,, ' -, ,.... , . _ ... : ~ ,.r : i:.::: ~ .: I . . 

memherikan sarJn dan pertimhangan terhadap Komisi kebijakan Pemerintah 
Y'd.ng berkaitan dengan prd.ktek monopoli dan atau persaingan usaha ti¢lk sehat; 

' . . . _" _, •. • " , ... . _. ,_ ,. - _ •. , ~ . . . . ... , ' . t ~ . .J." 

menyusun pedoman dan atau puhlikasi yang berkaitan dengan Undang-undang 
ini ' , . 

~ : :; : ' :" J :. 

memberikan laporan secam herkala atas hasi!. kerja ~omisi ,kej)ada;Presiden 
dan De\'1an Pen'lakilan Rakyat (pasaI35) . . . ' , . " " .. ..; ... . ,.-.,,<1 

, o j , • • •• - " _ . . . . .. ... .. .. . I . .. " L" .I • • 

Bagian Keempat 

Wewenang 

" pasai'3f 

. :~ . . :;': -, ; ';:~~ 1;': ~~;211!; l ~. < ', 

Wewenang Komisi meliputi: 

a. menerima laporan dan masyarakat dan atau dari pelaku usaba.tentang dugaan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; .-' 

. . 

b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan alau tindakan 
pelaku usaha yang dapat mengakihatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 

c. melakukan penyelidikari dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek 
monopoli dan auu persaingan lIsaha tidak sehat vang dilaporkan oleh masyarakat 
atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sehagai hasil dari 
penelitiannva; 

d. menvimpulkan hasil penvelidikan dan atau pemeriksaan ten tang ada atau [idak 
3danV't! praktek monopoii dan :Jtau persaingan usaha tidak sehat; 
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.;; 5cli Hllkul11 B/~'/lis: A/lli .l/ol/opoli 

memanggil pelaku usaha y"dng dicluga te!ah melakuk:tn pclanggaran terhadap 
ketemuan undang-undang ini; ;, :"""; :" 

memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli , dan setiap orang yang diang.,g:Ip 
mengerahui pelangg:lrJn terhadap keteniuan unc!ang-undang ini; ," 

_ memillta hantu;in penyidik ~~t~k 'm~ngha(lirkan pe!aku usaha, ~kSI, saksi ahli. 
at au Striap ordng sehagaiinana dimaksucl huruf e clan huruff. yang tidak hersedia 
memenuhi panggilan Komisi ;' .• , , 

me..rninta keterdng-dil dari irisian~i Pemerintah 'dalam kaitannya-dengan penye­
lidik;m dan atau pemenksaan terhadap pelaku usaha yang me1anggar ketentuan 
und;mg-undangini;. ;,' ... . ':" ,." ,'. ! " : ". ., . I.: . .. :; .. , .... .. .. : 

mendaparkan, meneliti, dan atau menilai sur;H, dokumen, atau alar bukti lain 
gl.ir:ipenyelidi~n dan'atau pemeriksaan; "" '<;": :: . . ; .. :,' : . 

memutuska'n dan menetapka~ 'ada acau' tidak :;danya ke~gian pihak: pelaku 
usaha bin atau masyarakat;' ;, :, :. ;-,: :,~ , : :' ; , . .... . 

memberitahukan putusan Komisi kepada i>elaku usahi yang diduga me1akukan 
praktek monopoli dan arati persaingan usaha tidak sehat; 

menjlluhkan sanksi herupa rincJakan'administratif kepada pelak~ ' usah~ yang 
mebnggar ketentuan Undang-undang ini (pasal36). 

: :" :'!;' ::":; ~ ... '" ;1:;!':':.t. ; ~ . 

Bagian KeliiDa 

Pembiayaan 
_' ::" ~.t-:&: ':' _ 1' ., . 

Pasal37 

. unruk pelaksanaan tugas Komisi dibebankiri kepada Anggaran Pendapatan dan 
';a Nega."adan atau sumber-sumber lain' yang diperbolehkari oleh peraruran 
'dang-undangan yang berlaku. ·" . . ~, . 

BABVU 

TATA tARA. PENANGANAN PERKARA 

Pasal38 

';ctiap orang yang mengetahui telah terjadi :!tau patu t diduga telah terj3di 
~ elanggzran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan seCJIa tertulis 
;cpada Komisi dengan ketcrangan ya ng jelas tentang telah terjadinv3 

2, 

1 
J. 

-i. 

L 

2. 

3. 

4. 

5. 

L 

2. 

/.L1Illpimll 109 

pebnggarall, clengan menyer[;tk:tn identitas pelapoL" _. 

Pih:lk \~tng dirllgikan .~ehagai akih<lt terjadi rw<I pelanggar.tn lerhadap Undang­
undang ini dap:tt melaporkan seClra tenulis ~epada K()mi.~i dengan ketera-ngan 
y~!Ilg lengkap dan jeJas tentang teJah terjadiny:i peJanggardn serra kerugian ~iang 
drtimhulkan, dengan men~'enakan identitas pelapur. , 

ldentilas pelapor sehagaimam dimak~lId dalam ay,lt (1) wajih dirahasiakan oJeh 
Komisi. 

Tata C3rJ penV'dmpaian lapuran sehagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dan ayat 
(2) diatur lehih lar.jut uleh Komisi. y .. ! .. ' 

'::;-. 
. : :~:..:! :i :,") : • i:-

Pasa139 
• •• ~ l. . .. .,. ", • , c. 

Berdasarbn laporan sehagaimana dimaksud dalam pasaJ 38 ayat (1) run ayat 
(2) Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan; dan dalam waRM' 
selamhat-Iamhatnya 30 (tiga pUluh) han setelah menerim31aporan, Komisi wajib 
meneiapkan perlu atau tidaknya clilakukan pemeriksaafl lanjlJ[an, : 

. . . .. , . .. : - / .-:- 1, ... 

D;t1am pemeriksaan lanjutan. Komisi. wajib melakukan 'pemeriksaan terhadap . 
pelaku usaha yang dilaporkan.. ' . . . 

Kornisi wajih menjaga kerdhasiaan infonnasi'f.jng diperoleh dari pe!:ihj 'usaha 
yang dikategoiikan sebagai rahasia i>erusahaan. ·· . .. . . . 

Apabila dipandang perlu Komisi dapar in~dengar keterang;Jt'5aksi, saksi ahli, 
dan atau pihak lain.. ' , . ... . ' . - .' - , .- , .. 

" . .... . .. 
Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), 
anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas . 

Pasal40 . 

Komisi dapat melakukan pemeriksaan rerhadap peiaku usaha apabila ada dugaan 
terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan. 

Pemeriksaan sebagaimana dimak~ud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
tata Qra sebagaimana diatur dalam pasa139, 

Pasal41 .. 
L Pcbku usaha d3n atau pinak lain Yang diperiksa ·.vaj ib menyerahkan alat bukti 

yang ci iperiukan dalam penveliciikan dan atau,fJemenksaan. 
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Pt::laku lL~aha dil;lI:tng n)enolak diperik.<;;I , menolak memherikan inf(Jrma~i yang 
dipl::r1ulwn (/<114111 penyeliclikan dan awu pemeriksa.1n, :ltau menghamhat proses 
penyelidikan clan a[au pemeriksa;Jn. 

Pelanggamn·terhachlp ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepacla 
penyidik untuk dibkllkan penyidikan sesuai dengan ketentuan y:.IOg heriakl.!. 

Pasa142 

. ,.dat hukti pemcriksaan Komisi herupa: 
keterJngan saksi; . 
keterangan ahli ; 
surJt clan lUU dokumen; 
petunjuk; .,' . " t.. ~ .i;;'" .. 

keterangan pelaku usaha. 
.' ! . ~ .• ~-. " - ' 

'. i. , ' .. ;. "'. ' ~~ Pasa143 

;: ' 

';" : ? ' 

( ' .; 

Komisi ~~. ;nen;el6auci~ '~~~~ Ia~ju~~ s~'bat-iamhatn;a '60 (enam 
puluh) harisejak dilakukan pemenksaan lanjutan sehagaimana cUmaksud cIaIam 
pasal39 irat( 1). .' 1 " ,.' . .' ". 

Bilamanadiperlukan jangka wakcu pemenksaan Ianjutan sebagaimana dimaksud 
:lalam ayat (1) dapat dip<!rj)anjafig paling lama 30 (tiga puluh) han. " . 

Komisi wajID memutuskan t~14h teri~di atau tidak terjadi pelanggarafl' t~rh:ldap 
mdang-undang ini se!affibat~lambatnya 30 (tiga puluh) han terhitung sejak 
':eiesainya pemeriksaan Ianjutansebagaimana dimaksud daIam arat (i) atau ayat 
2). 

' utusan Komisi sebagairnarui dimaksud dalam ayat (3) harus diba~ dalam 
' liacu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan 
:epada peiaku usaha. . 

Pasa.t44 

)alam waktu 30 (tiga puluh) han sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan 
lHusan Kornisi sebagaimana dimaksud dalam pasal43 ayat (4), pelaku usaha 
'aiih rnelaksanakan putusan tersehut dan menyampaikan laporan 
~i:lksanaannya kepada Komisi. 

:laku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri seJamoat, 
: l~ ba[f1ya 14 (em pat belas) hari setelah menerima pemheritahuan putusan 
~seh ut. 

I 
I 
i 
I 
I 

I 
I 

I 

ILlllljliral/ III 

3. Pelaku usaha yang tichlk mengajllkan keheflHan dalam jangka waklll sehag;limana 
dimaksud clabm J~~I[ (2) di:ll1ggap menerirna puwsan I\olllisi. 

4. ArabilJ ketentuan sehagaimana dimaksud dJlam ar,1{ (II dan ayat (2 ) tidak 
dijalankan oleh pei;:kll lIsahJ, Komisi menyerahkan putusan tersehut kepada 
penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentllan per.Huran 

5. 

1. 

2. 

3 .. 

4. 

1. 

2. 

perundang-un~ngan ~dng heriJku. . '. 

Putusan Komisi sehagain1Jna dimaksud dalam .pasa!. 43 ay-,I( (4) merupakan 
hukti l,emlUlaanYJng cukup hagi penyidik untukmelakukan penyidikan . 

. .,";' 

". Pasa145 . . -.- .. --

Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan peJaku . usaha .sehagaimana 
dirnaksud dalam pasal 44 ayat (2), dalam wak~u 14 (em pat belas) han sejak 
diterimanya keberatan tersebut. 

.; 

Pengadilan Negen harus mern~rikan putusan dalam, wakru 30 (riga puluh) hari 
sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebuc 

Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadil"nNegeri sehag:limana 
dimaksud dalam ay-Jt (2), cIaIam waktu 14 (empat helas) hari dapat mengaju­
kan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Mahkamah Agung harus memberikan putusan da!am waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak permohonan kasasi ditenma.:" . 

t . ~ !' : ~; f -

Pasa146 

ApabiJa tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagalmana dimaksud cia.l4m - . 
pasal43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan peneupan 
eksekusi kepada Pengadilan Negeri. 

BAB VIII 

SANKSI 

Bagian Pertama 

Tindakan Administratif 

Pasa14i 

1. Komisi herwenang menjawhkan sanksi herupa tindakan administratif terhadap 
pe!aku usaha Yang mei:Ingg:rr ketentuan Undang-undang ini. 
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Tindabn administratif seha~aimana dimabud dalam Jl'at (1) dap:it herltpa : . 

:!. penet:tp:m pemhilt:ihin i)erjanjian sehag~liman;i dimaksud dabni pas:li ~ 
sampai dengan pasal13. p:L~al15 dan pasal 16; (tin atau 

h. perimah kepada pelaku usaha llntQk menghentik::n integr:l ~ i venikai 
sehagainlJn:I dimaksud dalam pas:!l14; dan atau 

c. perintah kep:.tda pe!aku uS:Jha untuk menghentikan kegiat~n :.'ang ter­
hukti menimhulkan praktek monop(lli dan atau menyehahkan pers:.ting<.n 
usaha tidak sehat dan arau merugikan masY"JrJkat; dan arau 

d. perinrah kepacta.pelaku usaha untuk menghentikan penyalahguman IX)si:;i 
dominan; dan arau 

e. :. penelapan pemhatalan aras penggabungan -arau peleburan hJdan uS:lha 
: . din pengambilalihan saham sehagaimana dirnakSud dalam pasal 28; dan 

arau 

f . pembayaran gami rugi; dan arau 

g. pengenaan denda seiendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (S3tu miiY-Jr 
- rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000.00 (dua puluh lima 

milyar rupiah). 
q : .... :: 

Bagian Kedua . 
.. .• :: 

Pidana Pokok 

Pasa148 
• .,t . :~ 

)e!anggaran terhadap ketemuan pasal4, pasal9 sampai d~ngan pasa114. pasal 
:6 sampai dengan pasa! 19. pasal 25. pasa! 27. dan pasa! 28 dianCim pidana 
:enda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar ru­
liah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000.00 (serarus milyar rupiah). arall 
',idana kurungan penggami denda selama-lamanya 6 (enam) bulan, 

'eianggaran terhadap ketemuan pasal5 sampai dengan pasa!8, pasa115. pasal 
.1) sampai dengan pasal 24. dan pasa! 26 diancam pidana denda serendah­
enciahnya Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).dan setinggi-tingginY-J Rp. 
. ~ .OOO . OOO.OOO ,OO (dua 'puluh lima milyar rupiah), arau pidana kurungan 
eng.ganti denda selama-lamanva 5 (lima) bulan. 

:::lOggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana 
::nda serendah-rendahnva Rp. l.000.000.000.00 (saru mi!var rupiah) dan 
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setinggi-tingginl':I Rp. iOOO.OOO.OOO.OO (lima mill'ar rupiah) . atau pidana 
kurungan pengganri denda selama-bmanya 3 (tig;l) hubn. . .: ... 

Bagian Ketiga 

Pidana Tambahan 

Pasa149 . " '.' 

Dengan menunjuk kerentuan pasa!lO Kiran Undang-undang Hukum Pidana, rerhadap 
pidana sehagaimana diatur dalam pasal48 dapar dijaruhkan pidana rambahan herupa: 

a. . pencaburan izin usaha; awu 
". , . . '., . -, .. : .. --". '. 

h. ' Iarangan kepada pelaku usaha yang relab terbukti'melakukan"pelaaggacin 
. . , -'ce'rhadap undang-undang ini untuk menuduki jaharan Direksi itia~ : KomisanS 

. sek~rang-kurangnya 2 (dua) rabun dan selama~lamanya 5 (Iimariah~'ni~4~ . 
J ... ;~ ., •• !I.: 

C. penghenrian kegiatan arau tindakan tertemu yang menyebai1kan timhulnya 
kerugian pada pihak lain (pasaI49), 

" - BAB IX 

KETENTUAN·I.AIN 

: 'Pasal50 " .. ; .- .. :"::' 
,~. Yang pik~u~ikan dati ket~tuan U~dan~-u~dang ini adahl;:.;,·:;~~;:,; 

a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan. per::turan 
.. perundang-undangan yang berlaku; arau 

b, : . perjanjian yang berkairan dengan hak aras kekayaan intelektua! seperti lisensi, 
.. paten~ merek dagang. hak cipra. desain produk industri. rangkaian elektronik 

terpadu. dan rahasia dagang. serra perjanjian yang berkairan dengan waraiaba; 
arau 

c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa tidak 
mengekang. dan arau mengha1aI1gi persaingan;.arau 

d, perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketenruan umuk 
memasok kembali barang dan :Jrau jasa dengan harga yang lehih rendah daripada 
harga yang telah diperjanjikan: arau 

e. perjanjian kerjasama penelitian unruk peningkatan auu perbaikan srandar hidup 
masvarakat luas; l rau 
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f. 

g. 

h. 

_ _ . . .... ~'"'' UI.\lI/.I : .;/11/ J/O//Opo/i 

perjanjian inlernasional yang telah cliratifibsi oleh Pemerinwh Repuhlik Indo­
ne;ia; alau 

perjanjian dan al:1U perhuatan yang henujuan untuk ekspor yang ticlak 
mcnggangu kehlllllhan dan alau pasokan pasar daiam ne~eri ; al:tu 

pelaku usaha Y'dng lergolong clalam Usaha Kedi; ,Hau 

kegialan usaha koperasi ya ng seear:! khusu .~ hertujuan unluk melayani 
anggolanY-J. 

Pasal51 

::!onopoli dan atau pemusaean kegiaean yang herkaitan clengan produksi dan alau 
:1emaSardn bar,lOg dan atau jasa yang menguasai hajar hidup ordng trdllyak serra cabang­
:abang produksi yang penting bagi negara diaru( dengan undang-undarig dan 
i L~elenggar.ikan oleh Badan Usaha Milik Negara dan aeal! badan alau lembaga yang 
.Ihemuk aeau dirunjuk oleh Pemerineah. 

BABX 

KETENTUAN PERilllUN 

Pasal52 

Sejak berlakunya Undang-undang ini, semua peratLiran perundang-undangan 
yang mengatur aeau berkaiean dengan praktek monopoli dan aeau persaingan 
usaha dinyaeakan tetap berlaku sepanjang tidak beneneangan atau belum 
diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.. . 

Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan aeau melakukan kegiaean dan 
aeau tindakan yang tidak sesuai dengan ketemuan Undang-undang ini diberi 
waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melaku­
kan penyesuaian. 

BABXI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal53 

:lg-undang ini mulai herlaku lerhilUng 1 (salU) rahun sejak ranggal diu ndang-

i . 

I 
.1 
j 

La II! P ira Ii 11) 

Af!ar seliap orang mengetahliinva .. 11emerinrahkari pe!:~ul~d; l ng:rn Unda ng­
unci:rng ini clengan penempalann~'a clabm Lemhal:in !\c!!:lra Repuhiik inclCJnesi:1. 

. Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 5 ~(aret 1999 

. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

BACHARUDOIN J USUF HABIBIE 

Diundangkan diJakarta 

pada tanggal 5 Maret 1999 

MENTER! NIGARA SEKRETAPJS NEGARA 

REPUBLIK INDONESH 

ttd 

AKBAR TANJUNG 

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA 

rAHUN 1999 NOMOR 33 
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L\i\iPIR\..N II 

. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILliIHAN . 
.. . . PERSEROAN TERBATAS . . . 

(Peraturan Pemerinrah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 
tanggal 24 Fcbruari 1998) 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 

Menimbang : 

a . .' .bahwa dalam rangka pemhinaan dan pengembangan usaha agai' manipu 
menghadapi arus globalisasi di bidang ekonomi, perlu dicipcakan ikiim usaha 
fJ.ng sehar dan efisien; 

h. bahwa untuk mencipcakan iklim usaha yang sehar dan eflSien ancara lain dap:n 
dirempuh dengan melakukan penggabungan, peleburan , acau pengambilaliilan 
Perseroan Terbaras; 

c. bahwa penggabungan. peleburan, dan pengamhil ali han Perseroan Terhatas 
harus rerap memperhatikan kepemingan perseroan, pemegang.saham, pihak 
ketiga, karyawan perseroan, dan masyarakar; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir a, b dan c 
serta sebagai pelaksanaan Undang·undang Nomor 1 tahun 1995 tentang 
Perseroan Te rbatas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerimah tentang 
Penggabungan, Pelehuran dan Penga,mbilalihan Perseroan Terbaras . 

. 'vlengingat: 

1. Pasal 5 :Ivat ( ~ ) Undang·unciang DJSar 1945: 

2. Undang'lJodang Nomor 1 [:lhun 1995 temang Perseroan Terhatas (Lembar.lr: 
:Jegara Tahun 1995 Nomor 13. Tamoahan Lemhann Negara Norilor 3587). 
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MEMUTUSKAN 

enetapkan: 

ERATURAI'i fEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN 
: PENGAMBILAUHAN PERSEROAN TERBATAS. 

BAB I 

KETENTIJAN UMUM 

Pasall 

:;m Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan; 

Penggabimgan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan 
atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada 
dan selanjuffiY:l perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. _ 

Pelehuran adalah perbuatan hukum yang di1akukan oleh dua perseroan atau 
!ebih untuk meleburkan diri dengan eara membentuk saw perseroan baru dan 
masing-masing pe~eroan yang meleburkan dm menJadi bubar. 

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 
atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian 
besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendaJian 
[erhadap perseroan tersebut 

\ienreri adalah Menteri Kehakiman Republik indonesia. 

Pasal2 

)enggabungan dan peleburan sebagaimana diaLUr dalam Peraturan Pemerintah 
. ~ukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu. 

Pasa13 

-:n&,oabungan dan pelehuran yang dilakukan tanpa Iikuidasi sebagaimana 
Jd dalam Pasal 2 mengakibatkan; 

:megang saham perseroan yang menggabungkan di n atau Yang meleburkan 
.n menjadi pemegang saham perseroan V:lIlg menerima penggahungan atau 
~ ~seroan hasil pelehuran; dan 

lAmpiral/ 1~9 

h. . akti\"J dan I),Jsiva pecseroan rdng men&..~hungkan diri alau r,mg meleburkan 
diri. heralih karena .hukum kepada perseroan yang menerima pengga· 

1. 

2. 

3. 

4. 

hung-Jn alau perseroan hasil pelehuran. . 

BAB II 

SYARAT.SYARAT· PENr~ABUNGAN, PELEBURAN 

DAN PENGAMBII.AllHA."i 

Pasa14 

Penggahungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan 

memperhatikan; 
a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan 

perseroan yang bersangkutan; 

h. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat'dalam melakukan usaha. 

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak 
pemegang saham minoritas untuk menjualsahJIllnya dengan harga yang wajar. 

Pemegang saham yang tidak setuju terhadapkeputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham mengenai penggabungan, peleburan. dan pengambilalihan hanya dapat 
menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang 
wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas. . -. . !~ . 
Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan 
proses pelaksanaan penggabungan, peleburan. dan pengambtialihan. 

Pasal5 

Penggabungan. peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan 

kepentingan kreditor. 

pasa16 

L Penggabungan, peleburan dan pengamhilalihan ~anva dapat dilakukan dengan 
persetu juan Rapat Umum Pemegang Saham. 

2. Penggahungan, pelehuran dan peng:rmhilalihan dilakukan he rdasarkan 
kepuLUsan Rapat Umum Pemegang Swam yang dihadiri oleh pemegang saham 
I'ang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga peremoar) hagian dan jumla1iSeiUrUh 
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saham dengan hak sliara ~ng sah dan diserujui oleh paling sedikir 3/4 (tiga 
perempat) hagian clari jumlah suara rersehut. . - " " 

Bagi Perseroan Temllka, dalam hal ptrsya6ran sehagaimana dimaksud dalam 
aY-.1( (2) ridak tercapai maka syarat kehadiran dan peng:!mhilan kepurusan 
diretapkan seslIai dengan 'per:ltlll:an perundang-undangan di hidang pasar 
modal. 

BAH III 
~ATA CARA PENGGABUNGJl.J.'i, PELEBUR.\N DAN PENGAJ\{BlIAllHAN 

, . Bagian Pertama " , ~, 

Penggabungan > 

Pasa17 !. 

Direksi p~rseroan yang abn menggabungkan diri dan menerima penggabungan, 
:llasing-masing menyusun usulan rencana penggahungan, 

j sulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan 
'~omisaris dan sekurang-kurangnya memuat: -

nama dan tempat kedudukan perseroan yang abn melakukan 
: penggabungan; " .' _ . __ ' 7' 

. alasan serra penj'!lasan-masing-masing Direksi perseroan yang akan 
mel.akukan penggabungan dan persyararan penggabungan; 

tara cara konversi saham dari r>1asing-masing perseroan yang akan 
melakukan penggabungan terhadap sa ham perseroan hasil 
penggabungan; 

rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan; 

neraca, perhitungan !:iba rugi ya~g meliputi 3 (tiga) rahun buku terakhir 
dari semua perseroan yang akan rnelakukan penggabungan: dan 

hal-hal yang perlu dikerahui oleh pernegang sah:lm masing-masing 
perseroan, antara la in: 

\) neraca proforma perseroan hasil penggabung:m sesu3i dengan 
standar akunransi keuang:ln . serra aerkira:m mengenai hai-hal yang 
oerk:Jitan dengan keunrungan dan kerugian SerGI masa depan 
perseroan V:lng ciap:u dipero!eh dari pengg2hung:m hercbsarkan 
penilaian ahli Yang independen: 

, 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
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cara pen vele~aian status karvawan pcrseroan yang abn 
menggahun~bn diri ; 

c:lra penveles:tian hak dan kewajih~n persero:m (erhadal) pihak 
ketiga; 

cara penye!esa:an hak-hak pe~negang saham yang tidak ,setuju 
terhadaiJ pengganungan perseroan; . 

susunan, gaji dar. !lInjangan lain hagi Direk.~i dan Kumisaris perseroan 
hasil penggahungan; . ' " 

perkimn jangka ",aktu pelaksanaan rengganungan;. 

laporan mengenai keadaan dan jalannya perSeroan serr2 hasH r,lIlg 
telah dicapai; 

k~iaran utarna perseroan dan peruhahan selama rahun buku yang 
sedang be~a!an; , ., . . _, " 

,,!' .:. .•• • -

rincian masal.ah yang timbu! selama rabun buku yang sedang berjalan 
y-Jng mempengamhi kegiaran perseroan; 

10) nama anggora Direksi dan Komisaris; dan 

11) gaji dan wnjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris. 

Pasa18 ' 

Dalam hal perseroan yang akan rnelakukan penggabungan tergabung dalarn satu grup 
aeau antar grup, usulan rent<ma. penggabungan memua[ neraca konsolidasi dan neraca 
proforma dari perseroan hasil penggabungan. 

Pasa19 

Usulan' sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 dan Pasa! 8 merupakan nahan unru k 
menyusun Rancangan Penggabungan ~ng disusun bersama oleh Direksi perseroan 
yang akan melakukan penggabungan. 

Pasa110 

Rancangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya rnernuat hal­
hai yang terc:rntum dalam usuian rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasa! 7 dan Pasal 8, 

Pasa111 

5eiJin hal·hai sehglrnana di maksud dJbarn Pasal 10. Ranc:rngan Penggahungan harus 
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'!llU;J( penegasan dan perseroan rJng akan menenma penggahungan mengenai 
:lerimaan peralihan segala hak dan kewajihandari perseroan yang akan 
:nggabungkan diri. 

Pa.sa.l12 

..:kas;;n atas Rancangan Penggahunidn sehagaimana dim:lksud dalam Pasal 10 
h diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kaoar hanan serra diumumkan 
.ra terrulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan pengg-dbungan 
.:g lamhat 14 (empat belas) hari sebe\um pemanggilan Rapat Umum Pemegang 
1m masing-masing pe~roan. 

Pasal13 

RJncangan Penggahungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 benkutkonsep 
.-\kta Penggabungan wajib dimintakan persetujuan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saharn masing-masing perseroan. 

Ko(~ep Akta Penggahungan yang telah mendapar persetujuan RJpat Umum 
Pemegang Saharn sebagaimana dimaksud dalarn ayar (1) dituangkan dalam Akta 
?enggapungan yang dihuat di hadapan notaris dalarn Bahasa Indonesia. 

Pasa114 

\pabila penggahungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan 
.I.nggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang­
Jndang Nomor I Tahun 1995, maka penggabungan mulai berlaku s.ejak 
l ngzal persetujuan perubahan Anggaran Dasar olen Menteri. 

,paoila penggabungan perseroan dilakukan disertai dengan perubahan 
,nggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka 
Jenggabungan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan 
:{ ta perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan. 

pabila penggabungan perseroan dilakukan tanpa disemi perubahan Anggaran 
. Jsar, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta 
~nggahungan. 

Pasal15 

dam hal penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka Direksi persa:oan yang 
:m menerima penggabungan wajib mengajukan permohonan persetujuan akta 
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peruhahan An~'drJn Dasar kepada Menteri dan menci;!ftari<an dalam · Daftar 
. Perusahaan serra mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Repuhlik In-
donesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri. . . 

2. Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
sehagaimana dimaksud dalam Pasal14 ay:lt (2), maka Direksi Perseroan yang 
akan menerima penggahungan wajih melaporkan Akta Penggabungan perseroan 

. dan akta perubahan Anggaran Dasar tersehut kepada Menteri dan mendaftarkan 
dalam Daftar Perusahaan serra mengumumkan dalam Tamhahan Berita Negara 
Republik Indonesia. ' -

Pasal16 

1. Permohonan persetujuan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (I), 
diajukan secara.renulis kepada Memeri dengan melampirkan akta perubahan 
Anggaran Dasar beserra Akta Penggabungan. 

2. Persetujuan sebagaimana dimaksud daIam ayat (1) diherikan dalam waktu pal­
ing lama 60 (enarn puluh) hari setelah permohonan diterima. 

3. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan 
kepada pemohon seeara tenulis besena alasar.nya dalam jangka..waktu 
sehagaimana dimaksud dalam ayat (2) . 

Pasal17 

Permohonan persetujuan perubahanAnggaran DaSaratau penyampaian IaporanAkta 
Penggabungan perseroan dan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana 
dimaksud dalam Pa.sal15, dilakukan dalam jangka waktu paling larnbat 14 (em par 
belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

Pasal18 

1. Apabila penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketenruan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka perseroan yang 
menggahungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Memeri alaS 
perubahan Anggaran Dasar. 

2. Apabila penggabungan dilakukan sesuai dengan ketenruan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal14 ayat (2) , maka perseroan yang menggabungkan din 
bubar, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Penggahungan dan akta 
perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam Daftar Perusahaan. 
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J . ' Afl<lhila penggahungan dilakukan seslIai dengan ketentuan sehagaimana 
dimaksud daJam PasaJ 14 aV-Jr (3). nlaka I~r.;eroan yang menggahungkan diri 
huhar, rerhirung sejak ranggal penanc\aranganan Akta Penggahungan. 

Pasa119, :; 

Sejak rang,gal penandatanganan Akta Penggabungan setiagaimami dimaksud 
dalam PasalI3 ayat (1), Direksi perseroan yang nienggahungkan din tidak dapa[ 
melakukan i>erhuatan hukllm kecuali diperlukan dalam rangk:i pelaksanaan 
penggahungan. 

Pela~gga!Jn tertiadap ketentu~n sehagaimana 'dimaksud dalam ayat (1) 

merupakan ranggung jawah Direksi perseroan yang bersangkutan. 
.. ;:. 

Bagian Kedua 

Peleburan 

Pasa120 

. ... • I • ~ • 

-.... ,. ' 
• I. " . 

; . 

crentuan sebagaimana dimaksud cIalam Psal 7, Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10, Pas,11 II, 
,alI2, clan 'Pasal13 berlaku juga unruk perbuatan hukum peleburan. , 

Pasa121 

Pendiri perseroan hasi! peleburan adalah perseroan yang akan meleburkan diri, 

Pemegang saham perseroan yang ak.an didirikan sebagaimana dimaksud dalam 
ayar (1) adalah pemegang s2ham perseroan yang akan meleburkan diri. 

Kekayaan perseroan yang akan didirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
adalah seluruh kekayaan perseroan yang akan meleburkan diri. 

Pasa122 

Akta Peleburan yang dibuar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi dasar pembuatan Akta Pend irian perseroan 
hasil pe!eburan. 

Direksi perseroan yang me!eburkan di ri wajib mengajukan permohonan 
!Jengesahan Akta Pend irian perseroan hasil pelehuran kepada Menteri dalam 
waktu paling !ambat 14 (empat beJas) hJri terhirung sejak tanggal kepurusan 
Raoat Umum Pemegang Saham dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan 

/LlIII pi /'{/ 11 13-; 

serra OlengllOlllmkan dalam Tamhahan Berira Negara ReplIhlik Indonesia. 
sereiah mendapat Penges4han Menteri. 

3, Permohonan pengesahan Akra Pendirian seoagaimana dimaksud dalam a~';l[ (1) 
diajukan secara ren:ulis kepida Menteri dengaq melampirkan Akra Pelehuran, 

4. Menren memherik<ln pengesahan rerhadap permohonan semgaimana dimaksud 
clalam ayar (3) dalam w'akru paling lama 60 (enam puluh) hari serelah 
permohonan direrima. 

5. Dalam hal permohonan diwlak, maka penolakan harus diherirahuka'n kepada 
pemohon secara ten:ulis besena alasan'nya dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam avat (4) . 

PasaI 23 

Perseroan rJ.ng melehu rkan diri bubar terhicu ng sejak tanggal Akta Pendirian perseroan 
hasil peleburan disahkan oleh Menteri. 

1. 

2. 

Pasa124 

Sejak tanggal penandatanganan Akta Peleburan sebagairnana dimaksud dalam 
Pasa122, Direksi perseroan ~411g meleburkan din dilarang melakukan perbuatan 
hukum kecuali diperlukan cIalam rangka pelaksanaan peleburan. 

Pe!anggaran terhadap ketentuan. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

merupakan tanggung jawab Direksi perseroan yang bersangkutan. 

PasaI 25 

Terhaclap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Akta Pendirian perseroan hasi! 
peleburan disahkan Memen, beriaku ketenruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
II Unclang,undang Nomor 1 Tahun 1995 ten tang Perseroan Terbaras. 

1. 

, Bagian Ketiga 

PengambiWihan 

PasaI 26 

Pihak yang akan mengambi!alih menyampaikan maksud unruk meJ:ikukan 
pengambi!alihan kepada Direksi perseroan yang akan diambilalih. 

Direksi perseroan yang akan diambilaiih dan pihak rJng akan mengambiJalih 
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. ma.~ing-masing menyusun usulan rencana pengamhila!ihan. 

Usulan sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing'masing \\iajih mendapat 
. persetujuan Komisaris perseroan yang akan diambilalih dan yang mengam­
bilalih atau lemhaga serupa dari pihak Yang mengambilalih .. dengan memuat 
sekurdng-kurangnY'J: 

a. nama dan tempat kedudukan perseroan serrabadanhukum lain, atau. 
identiras orang pers~rangan yang melakukan pengamhilalihan; 

b. _ alasan serra penjelasan masing-masing Oireksi perSeroan, pengurus baoa~n 
hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengcmbilalihan; 

c. Iaporan tahun"Jn rerutama perhitungan tahun buku tera.i<hir dan perseroan 
dan badan hukum lain yang meiakukan pengambilalihan; 

d. tata cara konversi ' saham dari masing-masing perseroan yang abn 
melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan 
dilakukan dengan saham; :.: 

e. rancangan perubahan Anggaran Oasar perseroan hasil pengambilalihan; 

f. jumlah saham yang akan diambilalih; 

g. kesiapan pendanaan; . ':' 

h. heraca gabungan ' proforma perseroan setelah pengambilalihan yang 
disllsun sesuai dengan standar akuntansi keuangari, serra perk iraan 
mengenai hal-hal yangberkaitan dengan keuntungan dan kerugian serra' 
masa depiui perseroan terSebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang 
independen; 

i. cara penyeiesaian hak-hak pemegang saham yang ridak secuju terhadap 
pengambilalihan perusahaan; 

j. cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambilalih; 

k. perkiraan jangka wakcu pelaksanaan pengambilalihan. 

. Pasal27 

.f1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 merupakan bahan untuk penyUsunan 
:ngan Pengambilalihan yang disusun bejg[!la antara Direksi perseroan yang akan 
-,ilaiih dengan pihak yang akan mengambilalih. 

Pasa128 

: ~gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2! sekurJng-kurangnva memuat hal-

Lampirall l '~ J/ 

hal yang tercanrum dalam usubn rencana pengamhilalihan sehagJimana dimaksud 
dalam Pasal 26. . 

Pasa129 

Ringkasan Rancangan Pengamhilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 wajih 
diumumkan oleh Oireksi dalam 2 (duaJ surat kahar harian serra diheritahukan 
secarJ tertulL~ kepada kary-Jwan perseroan yang melakulGln pengamhilalihan p:Iling 
lamb~t 14 (empat helas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sa ham 
mas!ng-masing perseroan. 

Pasal30 
-

Rancangan Pengambilalihan wajib mendapat persetujuan Rap3.t Umum Pemegang 
Saham perseroan yang akan diambilalih dan yang akan mengambilalih atau lembaga 
serupa dari pihak yang akan mengambilalih. . ' . 

Pasa131 

1. Ranungan pengambilalihan yang telah disecujui sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal30 dicuang~n dalam Akta Pengambilalihan. . .. . 

2. Akta Pengambilalihan sebagaimana dirnaksud daIam ayit (1) dibuat di hadapan 
notaris daIam Bahasa Indonesia. . .. . 

Pasal32 

1. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan 
Anggaran Oasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang­
undang Nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Teroaras, maka pengambil­

. alihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggar.ill Oasar oleh 
Memeri. 

2. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan 
Anggaran Oasar yang tidak memerlukan persetujuan .'vl.enteri, ma ka 
pengambiialihan mulai herb.ku sejak tanggal pendaitaran Akta Pengambilalihan 
dalam Oaf tar Perusahaan. 

3. Apabiia pengamhilalihan perseroan tidak mengakihatkan perubahan Anggaran 
Dasar, maka pengambiJaiihan muiai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta 
Pengamhilaiihan. 
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BAH IV _ 

KEBERATAi'l TERHAbAP PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU 

PENGAMBlIAPHA!f PERSEROAN 

-Pasal33 :-: 

Dir~ksi Wajih menya~lpaikan.dellgan surat tereatat Ra-n~ngan Pen&,oahungan, 
Pe!ehur.lO dan Pengamhilalihan kepad:! seluruh krecitor paling lamhat 30 (ti~a 
pu!uh) hari sehelum pemanggilan Rap'lt Umum Pemegang Saham. 

Kreditordapat mengajukan keberJtan kepada perseroan paling !:unbat 7 (tujuh) 
hari seheium pemanggilan Rapat Umum Pemegang 5aham yang akan 
memutus mengenai rencana pengganungan, pelebufan dan pengamhilaiihan 
yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebu t. : -

Apabila dalam jangb ~tu sebagaimana dimaksud ctabtm ayat (2) kr~itor tidak 
mengaju/r.an keberatan, maka kreditor dianggap· menyecujui penggabungan, 
peJehuran _dan pengambilalihan. 

Keberatan kreditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam 
Rapat Umum Pemegang 5aham guna mendapat penyelesaian. 

Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud da.lani ayat (4) belum tercapai, maka 
penggabungan, peleburan dan pengambilal~an tidak dapat dilaksanakan. 

BABY 

KETENTUAN LAIN 

Pasa134 

Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajih mengumumkan 
ha5i1 peo&,oabungan atau pelehur..n wam 2 (dua) surat bbar haIian paling 
lamOOt 30 (tiga puluh) hari terhirung sejak canggal berlakunya penggabungan 
arlU pdeburan. 

Ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (I) herlaku pula terhadap Direksi 
dari perseroan yang memiliki niiai kekayaan tertentu yang melakukan 
pengambilalihan. 

:-i ii;;i kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam avat (2) diretapkan 
dengan Keputusan Menteri. 

wllipircll/ 15'9 

- Pasal35 

1. Dalam melaksanakan tug:lsnY-J dabm r:tngka penggahur.g;,n. pelehuran clan 
pengamhilalihan. Direksi hen;ndak semala-matJ lInruk kepentingan perseroan. 

2. Dalam h:d terjadi hentur.m kepencingan amarJ perseroan dan Direksi. '!laka 
Direbi "'~ljih mengungkap/r.an hal tersehutclalam usuhn renona dan Rancangan 
Pengg3hungan. Pelehuran dan Pengamhilaiihan. 

3. Ketentuan sehagaimana dimaksud daI:rm ayat (1) dan ay:H (2) herlaku pula hagi 
Kumisaris. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa136 

Peraruran Pemerintah ini herlaku bagi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan 
peiseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan iainnya yang 
mengarur serara khusus penggahungan, peleburan dan pengamhilalihan perseroan. 

Pasa137 

Peraturan Pemerintah ini mulai herlaku pad<; tanggal diundangkan . . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan 
Pemerimah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

- Ditetapkan dj Jakarta 
pada tanggal24 Februari 1998 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd 

SOEHAP.TO 

Diundangkar. di Jakarta 
pada tanggal24 Februari 1998 

MENTER! NEGARA SEKRETARlS NEGARA 
REPUBUK INDONESIA 

ttd 
MOERDIONO 

L.ElI-fBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA 
TAHUN 1998 NOMOR 40 
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Rabu,20 / 12/2000,04:07 WIB 

Laporan Tommy Meiyudin Gobel 
PT. Indofood Sukses Makmur 
Sejarab 

1990 
Tanggal14 Agustus, didirikan dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma. 

Mendirikan Indofood Froto-Lay Corporation, sebuah usaha keIja sarna with 
Seven Up Nederlands B. V. 

1991 
Meluncurkan produk Saus Indofood. 

1992 
Mengakuisisi produsen kopi Cafela, Tugu Lawak dan Kecap asin Piring Lombok. 

1994 
Tanggal 5 Februari, menggantikan nama menjadi Indofood Sukses Makmur dan 
menaikkan modal ditempatkan menjadi Rp 11.651 miliar. Tanggal 12 Februari, 
melakukan penggabungan dengan 18 perusahaan yang bergerak di bidang 
pengolahan makanan. Menaikkan modal ditempatkan menjadi Rp 1 triliun. 
Tanggal 14 Juli, tercatat di Bursa Efek Jakarta. Pada bulan November 
memberikan 105.000 saham senilai Rp 651 juta kepada 19 orang pegawai. 

1995 
Pada bulan Mei, mengumumkan akan membeli Bogasari Flour Mills dari 
Indocement pada harga Rp 1,86 triliun. Menerima fasilitas hutang sebesar Rp 700 
miliar dan US$ 300 juta dari 30 bank asing dan BCA. Bogasari merencanakan 
untuk menginvestasikan US$ 230 juta untuk meningkatkan produksi tepung di 
Surabaya dan Jakarta. Merencanakan untuk mendirikan 2 pabrik tepung di 
Surabaya dengan kapasitas 1000 ton per hari . 

1996 
Mengakuisisi saham PT. Nissinmas. 

Merencanakan untuk mengakuisisi Indomarco dan 6 perkebunan kelapa sawit 
yang dimiliki oleh Salim Group. 

1997 
Merencanakan untuk mendivestasikan 51 % dari PT. ANM (produsen dari bubuk 
kopi). 
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Selasa, 30/512000, 15:58 Will 
Indofood teruskan rencana akuisisi pabrik mi instan di Arab Saudi 
Laporan rnailto: 

satunet.com -

PT Indofood Sukses Makmur (ISM) masih akan meneruskan rencana akuisisi perusahaan 

mi instan di Arab Saudi rnilik Grup Salim.Menurut CEO ISM Eva Riyanti Hutapea, Seiasa, 

di Jakarta, perusahaan itu akan meneruskan kebijakana untuk akllisisi sebagai bagian 

pengembangan usaha. Selama ini Indofood berkembang, salah satunya karena lewa t cara 

akuisisi. Menurut Eva, dana dari akuisisi ini akan diperoleh dari utang lain. Dan rencana 

akuisisi perusahaan tersebut akan dimintak.an pada RUPSLB bulan depan. 

Dijeiaskan, bahwa Indofood saat ini memiliki posisi keuangan yang kuat. Dalam 

perhitungannya, posisi utang yang akan jatuh tempo Juli mendatang yang sekitar 326 juta 

dolar AS dan Rp626 rniliar danjatuh tempo pada Juli 2000 itu masih bisa dipenuhi dari dana 

operaslonal perusahaan. 

Menurut Eva, sampai dengan Maret 2000 dana kontan ISM mencapai Rp2,8 triliun. Usai 

melakukan pembayaran pada bulan mendatang, maka sisa utang perusahaan --tidak termasuk 

obligasi yang akan diluncurkan senilai Rpl triIi un--menjadi sekitar 420 juta dolar AS dan 

Rp400 mi liaL 

Eva menekankan rencana akuisisi perusahaan tersebut, sama sekali bukan berarti bahwa 

Indofood hanya melakukan akuisisi internal. "Kami melakukan pengembangan usaha melalui 

akuisisi juga, tetapi sarna sekali tidak berarti kami terfokus pada perusahaan Salim saja. 

Namun, karena kebetulan perusahaan-perusahaan Salim itu bagus, sehingga kami memilih 

perusahaan tersebut untuk diakuisisi , jadi bukan karena alasan miJik Salim," katanya. (ari) 
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Rabu, 20112/2/2000, 04:07 WIB 

8 Perusahaan kakap diduga jalankan monopoli 

Laporan Tommy Meiyuddin Gobel 

Satunet.com -
," 

Kornisi Pengawas Persaingan Usaha [KPPU] secara resrni rnengumumkan 

delapan perusahaan besar diindikasikan melakukan praktek monopoli . Wakil 

Ketua KPPU Syarnsul Maarif menjelaskan, kedelapan perusahaan itu patut 

dicurigai melanggar UU No. 5/1999 tentang larangan praktek rnonopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat karena rnereka memiliki posisi dorninan di pasar 

dengan menguasai pangsa pasar di atas 50%. Delapan perusahaan tersebut adalah 

PT. Inti Boga Sejahtera (rnenguasai sekitar 60% pangsa pasar rninyak goreng), 

PT. Indofood Sukses Makmur (90% pangsa pasar mie instant), PT. Bogasari 

Flour Mills (90% pangsa pasar tepung terigu), PT. Aqua Golden Missisipi ( 83% 

pangsa pasar air mineral). 

Selain itu, lanjut Maarif seperti dikutip Bisnis Rabu, PT. Unilever Indonesia 

(58% pangsa pasar deterjen), PT. Santos Jaya abadi (50%) pangsa pasar kopi 

instan, PT. Asahirnas Flat Glass (65% pangsa pasar kaca), dan Pertamina 

(rnenguasai sekitar 60% pangsa pasar rninyak pelumas). Namun, menurutnya 

kedelapan perusahaan tersebut belum dinyatakan bersalah melakukan praktek 

monopoli atau melanggar UU No. 5/1999. '"Ini bam indlkasi namun KPPU patut 

mencurigai kernungkinan adanya pelanggaran secaa hukum," kata Maarif. 

Menurut dia, di dalam UU No. 5/1999 salah satu indikasi adanya praktek 
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monopoli yakniadanya posisi dominan perusahaan yakni penguasaan pangsa 

pasar di atas 50% jenis produk tertentu. Dijelaskan, bukanlah berarti pelanggaran 

hukum sepanjang tidak disalahgunakan untuk melakukan praktek monopoli atau 

perasaingan tidak sehat seperti menghalangi masuknya pelaku usaha baru, 

membatasi peredaran barang dan jasa atau bertindak diskriminasi terhadap pelaku 

usaha lain "UU ini tidak melarang perusahaan menjadi besar bahkan menguasai 

pangsa pasar lebih dari 90%, asalkan posisi dominan itu tidak disalahgunakan 

yang dapat merugikan pihak lain," ujamya. 

Rawan monopoli 

Maarif mengungkapkan berdasarkan pemantauan Komisi terdapat beberapa 

jenis barang dan jasa yang potensial dan rawan terhadap praktek monopoli dan 

kartel. Barang dan jasa yang rawan terhadap praktek curang tersebut antara lain 

tepung gandum, daging ayam, produk susu, minuman ringan, dan rokok putih 

serta kretek. 

Pada umumnya perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, kata dia, memiliki 

posisi dominan di pasar dengan tingkat konsentrasi yang tinggi. 

Anggota KPPU Didik J. Rachbini menambahkan kedelapan perusahaan ini 

masuk dalam daftar pengawasan Komisi. "KPPU akan terus memonitor perilaku 

dari mereka [delapan perusahaan itu] sehingga begitu mereka menyalahgunakan 

POSlSl dominannya maka Komisi akan melakukan tindakan sesual 

kewenangannya," kata Didik. Dia mengatakan langkah KPPU dalam menegakkan 

UU No. 5/1999 dilakukan antara lain melalui inisiatif kasus berdasarkan 

monitoring dan berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat. "Sampai saat ini 
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sudah rnasuk belasan laporan pengaduan dan sebagian sedang dalam proses 

perneriksaan pendahuluan dan perneriksaan lanjutan," ujamya. 

Di ternpat yang sarna, anggota KPPU Soy M Pardede rnengatakan iklirn 

persaingan yang sehat di Indonesia hingga saat ini sulit diwujudkan. Sebab, kata 

dia, pelaku usaha besar yang merniliki posisi dominan cenderung memanfaatkan 

posisinya untuk mengatur tingkat harga dan menetapkan syarat-syarat 

perdagangan. Menurut dia, struktur pasar di Indonesia rnerupakan warisan buruk 

masa lalu dengan iklim usaha anti persaingan sehat. "Praktek monopoli atau kartel 

biasa dilakukan pengusaha di rnasa lalu tanpa ada hukurn yang rnengaturnya 

bahkandianggap sebagai kiat bisnis yang normal."Setelah UU No. 511 999 

diundangkan, rnenurut dia, KPPU berkewajiban memantau praktek-praktek anti 

persaingan sehat yang masih dilakukan pelaku usaha. "Ini demi rnelindungi 

konsumen dan masyarakat urnum."Dia mengatakan momentum hari besar seperti 

Puasa, Natal, Lebaran, dan Tahun Baru yang waktunya hampir bersamaan kali ini 

cenderung digunakan oleh pelaku usaha untuk menarik keuntungan di atas normal 

dengan rnernanfaatkan posisi dorninan yang dirnilikinya. "Praktek sernacam ini 

rnemang tidak mudah dibuktikan, tetapi KPPU dengan kewenangannya akan terus 

memantau perilaku pelaku pasar dan berusaha menghapus praktek anti persaingan 

sehat," kata Pardede. [auf] 
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Kamis.29/6/2000, 12:01 WIB 
Indofood bantah jadi penyebab tertundanya DU Anti Monopoli 
Laporan mailto: 

satunet.com -

PT Tndofood Sukses Makmur Tbk (ISM) membantah pihaknya sebagai penyebab 

tertundanya UU Anti Monopoli . Menurut CEO ISM Eva Rianti Hutapea, Kamis di Jakarta 

usai RUPS dan RUPSLB, soal UU Anti Monopoli itu adalah hak mlltlak pemerintah. "Tidak 

ada sama sekali intervensi Tndofood," katanya. 

Sementara mengenai tuduhan Indo food melakukan monopoli dan rencana akuisisi 

perusahaan rr;ie instan Pine Hill di Arab Saudi yang diduga sebagai upaya Tndofood untuk 

menghindari monopoli, menurut Eva, itll sama sekali tidak benar. "Saya kira pangsa pasar 

hanya indikasi, soal monopoli atau tidak harus dibuktikan apakah penguasaan pangsa pasar 

dilakuan dengan tidak fair. Tndofood sudah puluhan tahun membangun grand building, 

sehingga kalau penguasa pangsa pasar yang besar hal itu menjadi hal yang v,,'ajar," tegas Eva. 

Sementara diungkapkan pula bahwa akuisisi 51 % saham perusahaan mie Arab Saudi itu 

karena memang murni bisnis. Pine Hill, selain menguasai 80% pangsa pasar di Arab, juga 

memperoleh hak untuk tidak membayar pajak (tax holiday) sampai 2005 . Perusahaan itu 

memiliki kapasitas produksi 250 juta boks per tabun dengan omzet 23 juta dolar AS. (ari) 
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